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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z\ Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
x 
 
 
 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
xi 
 
 
 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ى ……أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
 Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan Huruf  Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي …….أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di 
atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u> u dan garis di atas 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata itu terpisah  maka Ta 
Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. انّبر Rabbana 
2, لّزن Nazzala 
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6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu  لا . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditrasliterasikan  
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   
dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  ditrasliterasikan sesuai dengan 
aturan  yang digariskan di depan  dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata 
yang mengikuti  dan dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta'khuduna 
3. ؤنلا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
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Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka  
yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan.  
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 لوسر لاإ دحمم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر لله دمحلا Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi‟il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang 
sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  
yang dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan. 
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1 نيقزارلاريخ وهل للها نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
2 نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na  
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ABSTRAK 
 
AFIFAH MUKARROMAH, NIM: 14.21.1.1.1.181“PENGELOLAAN  
SISTEM BAGI HASIL PADA SIMPANAN MUDHA<RABAH DI KSPPS 
BMT TUMANG CABANG DELANGGU” 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil 
simpanan mudha>rabah berjangka di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu, dan 
untuk mengetahui kesesuaian bagi hasil simpanan mudha>rabah berjangka di 
KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu dengan Fatwa DSN-MUI No.03 Tahun 
2000. 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif lapangan dengan lokasi penelitian di KSPPS BMT Tumang 
Cabang Delanggu dimana sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah sumber data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data 
wawancara, dokumentasi dan observasi, dan teknik analisa data deduktif induktif. 
  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Di BMT Tumang Cabang 
Delanggu simpanan mudha>rabah berjangka menggunakan akad mudha>rabah 
muthlaqah dimana mudha>rib memberikan kepercayaan kepada BMT Tumang 
untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara 
produktif. Dari pembiayaan tersebut keuntungan dibagi antara anggota dengan 
BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di awal. Keuntungan di BMT 
Tumang dibagi berdasarkan prosentase sesuai dengan jangka waktu yang diambil 
oleh nasabah, semakin lama jangka waktunya semakin tinggi pula prosentase bagi 
hasilnya. Bagi hasil yang diterima secara keseluruhan sudah termasuk 
pemotongan pajak dan ZIS. Dalam kajian fiqh  dengan yang dipraktekkan 
mengenai perbedaan ketentuan pembatasan jangka waktu yang masih 
diperdebatkan ulama, BMT Tumang menerapkan pembatasan jangka waktu 
dengan sanksi penalty (denda) apabila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo. 
Maka BMT Tumang sudah memenuhi beberapa ketentuan yang terdapat di Fatwa 
DSN MUI dan dari segi Fiqh. 
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Kata kunci: Mudha>rabah, Simpanan Berjangka, Bagi Hasil. 
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ABSTRACT 
 
Afifah Mukarromah, NIM: 14.21.1.1.1.181"MANAGEMENT SYSTEM 
FOR RESULTS ON DEPOSITSMUDHA>RABAH BMT KSPPS TUMANG 
BRANCH IN DELANGGU " 
 This study aims to investigate the implementation of revenue sharing 
system deposits mudha>rabah BMT KSPPS futures Tumang Delanggu Branch, and 
to determine their suitability for savings results mudha>rabah BMT KSPPS futures 
Tumang Branch Delanggu with DSN-MUI Fatwa No.03 of 2000. 
The research methodology used in this study is a qualitative research field 
with research sites in KSPPS BMT Tumang Branch Delanggu where the source of 
the data used in the data collection is a source of primary and secondary data, with 
data collection techniques interview, documentation and observation and data 
analysis techniques deductive inductive. 
  These results indicate that, in BMT Tumang Delanggu Branch deposit 
mudha>rabah use the futures contract mudha>rabah muthla>qah Where mudha>rib 
give confidence to BMT Tumang to utilize the funds that can be used in the form 
of financing productive. The financing of the profits are shared among members 
of the BMT appropriate ratio (for results) agreed at the beginning. Gains in BMT 
Tumang divided by the percentage corresponding to the period of time taken by 
the customer, the longer the time period the higher the percentage for the result. 
For acceptable overall outcome already including tax cuts and ZIS. In a study of 
fiqh with that practiced on the differences provisions of limitations on the duration 
of debate scholars, BMT Tumang impose limitations period with sanctionspenalty 
(Fines) if the withdrawal is made before maturity. So BMT Tumang already meet 
some of the provisions contained in the DSN MUI Fatwa and termsfiqh, 
Keywords: Mudha>rabah, Time Deposits, Sharing. 
 
 
 
xx 
 
 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL .................................................................................. i 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................... ii 
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ............................... iii 
HALAMAN NOTA DINAS ...................................................................... iv 
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH……………………….... v 
HALAMAN MOTTO............................................................................... . vi 
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................ vii 
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ......................................... ix 
KATA PENGANTAR ............................................................................... xv 
ABSTRAKSI .............................................................................................. xvii 
DAFTAR ISI .............................................................................................. xix 
DAFTAR TABEL ...................................................................................... xxi 
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. xxii 
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1 
A. Latar Belakang Masalah ...............................................................................  1 
B. Rumusan Masalah .........................................................................................  6 
C. Tujuan Penelitian ..........................................................................................  7 
D. Manfaat Penelitian ........................................................................................  7 
E. Kerangka Teori .............................................................................................  8 
F. Tinjauan Pustaka ...........................................................................................  11 
G.  Metode Penelitian ........................................................................................  14 
H. Sistematika Penulisan ...................................................................................  17 
BAB II LANDASAN TEORI ...............................................................................  19 
A. Pengertian Mudha>rabah ................................................................................  19 
B. Dasar Hukum Mudha>rabah ...........................................................................  25 
C. Syarat dan Rukun Mudha>rabah........................................................... ...........  26 
D. Deposito Mudha>rabah......................................................................... ...........  34 
E. Nisbah Keuntungan............................................................................. ...........  39 
F. Asas-asas Perjanjian Mudha>rabah...................................................... ...........  41 
G. Fatwa DSN MUI No.3 Tahun 2000.................................................... ...........  51 
xxi 
 
 
 
H. Manfaat dan Resiko............................................................................ ............  53 
BAB III DISKRIPSI DATA PENELITIAN ............................................ 55 
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Tumang......................................................  55 
1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Tumang................................ ........  55 
2. Visi dan Misi KSPPS BMT Tumang.................................... ............  56 
3. Identitas Lembaga..................................................................... ........  58 
4. Struktur Organisasi KSPPS BMT Tumang................................ ... 58 
5. Fungsi dan Tugas Struktur Organisasi BMT............................. ... 73 
6. Produk-produk KSPPS BMT Tumang...................................... ........  74 
B. Sistem Pelaksanaan Simpanan Mudha>rabah Berjangka Di KSPPS BMT  
Tumang ........................................................................................................  79 
1. Pengertian Simpanan Mudha>rabah Berjangka Di KSPPS BMT  
Tumang ............................................................................................  79 
2. Syarat dan Ketentuan Simpanan Mudha>rabah Berjangka  
Di KSPPS BMT Tumang .................................................................  81 
3. Pengelolaan Bagi Hasil Pada Simpanan Mudha>rabah Berjangka  
Di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu ....................................  83 
BAB IV ANALISIS ...............................................................................................  87 
A. Pengelolaan Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudha>rabah Berjangka  
Di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu .................................................  87 
B. Pengelolaan Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudha>rabah Berjangka  
Di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu Menurut Fatwa DSN MUI 
 No.3 Tahun 2000 Tentang Deposito ............................................................  91 
BAB V PENUTUP  .............................................................................................  97 
A. Kesimpulan ...................................................................................................  97 
B. Saran .............................................................................................................  98 
DAFTAR PUSTAKA...................................................................................  99 
LAMPIRAN-LAMPIRAN..........................................................................  101 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP....................................................................  108 
 
 
 
 
xxii 
 
 
 
DAFTAR TABEL 
 
Tabel 1   : Nisbah Simpanan Mudha>rabah Berjangka Di MT Tumang......... 84 
Tabel 2    : Data Nasabah Simpanan Mudha>rabah Berjangka Di BMT Tumang  Cabanng 
Delanggu................................................................................................. 85 
Tabel 3   : Perhitungan Data Rata-rata Bagi Hasil Juli-Desember 2017................ 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxiii 
 
 
 
DAFTAR LAMPIRAN 
 
Lampiran 1  : Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Marketimg Finance BMT 
Tumang Cabang Delanggu 
Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Manajer BMT Tumang 
Cabang Delanggu 
Lampiran 3 : Jawaban Dari Hasil Pertanyaan Dengan Marketing Finance BMT 
Tumang Cabang Delanggu 
Lampiran 4 : Jawaban Dari Hasil Pertanyaan Dengan Manajer BMT Tumang 
Cabang Delanggu 
Lampiran 5   : Foto Wawancara Dengan Manajer dan Marketing Finance BMT 
Tumang Cabang Delanggu 
 
 
 
1 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Dalam perkembangan kontemporer ini, didunia Islam sedang melewati 
salah satu fase sejarah dunia, yaitu masa krisis global. Ditengah krisis global 
dengan sistem kontemporer yang bebas nilai dan hampa nilai, dominasi pusaran 
paham kapitalis dan sosialis maka Islam sebagai suatu sistem yang mampu 
memberikan daya tawar positif, dengan menanamkan prinsip tauhid dan 
menghadirkan nilai-nilai etika dan moral yang lengkap serta mengajarkan semua 
dimensi kehidupan. Islam mengajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber 
pada ajaran tauhid. Islam lebih dari sekedar nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti 
keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab, dan keadilan, tetapi juga memuat 
keseluruhan nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar 
dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat.
1
 
Basis utama sistem ekonomi syariah terletak pada aspek kerangka 
dasarnya yang berlandaskan syariat, tetapi juga pada aspek tujuannya, yaitu 
mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan 
keadilan, pemerataan, dan keseimbangan. Atas dasar itu, pemberdayaan ekonomi 
syariah di Indonesia hendaknya dilakukan dengan strategi yang ditujukan bagi 
perbaikan kehidupan dan ekonomi masyarakat. Tuntutan masyarakat dewasa ini, 
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terutama di lapisan masyarakat bawah adalah cara memenuhi kebutuhan hidup 
mereka yang paling mendasar.
2
 
Beragamnya praktek transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat 
modern, baik yang terjadi di antara secara umat Islam maupun antara umat Islam 
dengan umat-umat pemeluk agama lain dalam bentuk dan pola yang sama sekali 
baru, yakni praktek transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dijumpai 
dalam tatanan masyarakat tradisional dalam perkembanganya telah berhasil 
menempati ruang tersendiri dalam wacana hukum Islam kontemporer. Salah satu 
persoalan aktual yang terus diperdebatkan para ahli sampai sekarang adalah 
mengenai status hukum bunga bank dalam Islam. Dalam arti, apakah bunga yang 
dipungut perbankan konvensional termasuk riba yang dilarang Al-Qur‟an atau 
bukan.
3
 
Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk “Baitul Maa>l WatTamwiil” 
yang biasa disebut BMT, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba 
secara tegas dalam Al-Qur‟an. Sementara disisi lain, kendati haramnya riba 
bersifat mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim berdasarkan ayat-ayat 
Al-Qur‟an dan ijma.4 Seluruh ulama mazhab, namun perbedaan pendapat diantara 
mereka masih terjadi berkaitan dengan persoalan apakah yang dimaksud dengan 
riba yang diharamkan Al-Qur‟an itu kenyataan ini telah menimbulkan dinamika 
tersendiri dalam wacana hukum Islam yang terus berlangsung sampai sekarang, 
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pada saat kondisi zaman mengalami perkembangan luar biasa disegala kehidupan 
kemasyarakatan, termasuk bidang ekonomi. 
Sebagian besar umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah dan 
ajaran agamanya menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan 
konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, kendati mereka tahu bahwa 
lembaga ini berperan besar dalam perjalanan panjang pembangunan ekonomi 
bangsa, termasuk dalam membantu kelancaran pelaksanaan ritus-ritus keagamaan 
mereka sendiri. Indikiasinya dapat dilihat dari sekitar 210 juta penduduk 
Indonesia dengan 84% pemeluk Islam, terdapat sedikit saja yang mau 
memanfaatkan fasilitas kredit berbunga dari bank konvensional.
5
 
 Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum dan etika yakni 
adanya keharusan menerapakan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang 
Islami, antara lain prinsip ibadah (at-tauhid) persamaan (al-musawat), kebebasan 
(al-hurriyat), keadilan (al-‘adl), tolong-menolong (at-ta’awun), dan toleransi (at-
tasamuh). Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem 
ekonomi Islam, sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan 
pengelolaan dan pendistribusian harta, yakni menolak monopoli, eksploitasi, dan 
diskriminasi serta menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.
6
 
 Prinsip-prinsip dan etika bisnis tersebut kini menjadi landasan operasional 
lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam rangka praktis prinsip-
prinsip dan etika bisnis tersebut diimplementasikan dalam berbagai produk jasa 
dan layanan lembaga keuangan syariah yang menggunakan mekanisme bagi hasil 
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(profitsharing). Oleh karena itu, masyarakat akan memperoleh berbagai 
keuntungan dari jasa dan layanan lembaga keuangan syariah, antara lain: pertama, 
adanya jaminan keuntungan hasil investasi yang jelas, terukur, dan rasional; 
kedua, adanya jaminan aspek hukum dan keamanan investasi; ketiga, transaksi 
dapat dilakukan dalam rentang waktu jangka pendek dan jangka panjang; 
keempat, terhindar dari praktik-praktik bisnis yang monopolistik, eksploitatif, dan 
diskriminatif; kelima, adanya jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pihak-
pihak yang melakukan transaksi.
7
 
 Keadaan demikian memungkinkan lembaga keuangan syariah terhindar 
dari praktik bunga yang jelas mengandung suatu kesamaran (gharar) dan 
pelipatgandaan keuntungan (riba). Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi untuk 
meragukan lembaga keuangan syariah dari segi hukum, etika, kejelasan untung 
dan rugi, serta ketahanan institusi dari keadaan pailit.Kelebihan utama praktik 
bagi hasil tidak didasarkan pada ketentuan yang kaku, tetapi bersifat kondisional 
dalam membagi keuntungan antara pihak yang melakukan transaksi. Kedua belah 
pihak dapat saling berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan pertimbangan 
kelayakan dan rasionalitas. 
Realita di atas merupakan faktor penting yang melatarbelakangi lahirnya 
lembaga keuangan syariah termasuk BMT. Tujuan yang ingin dicapai para 
penggagasnya tidak lain untuk menampung dana umat Islam yang begitu besar 
dan menyalurkannya kembali kepada umat Islam terutama pengusaha-pengusaha 
muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam 
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bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip 
syariah, seperti murabahah, mudha>rabah, musya>rakah, qardh dan lain-lain. Selain 
pembiayaan ada juga produk simpanan, seperti simpanan mudha>rabah berjangka, 
simpanan mudha>rabah masa depan, dan simpanan mudha>rabah al-muthlaqah.  
 Namun demikian fakta di lapangan menunjukkan, sebagian pengelola 
BMT masih menggunakan cara-cara konvensional dalam memasarkan produknya. 
BMT menghimpun tabungan dan deposito mudha>rabah dengan menjanjikan 
pemberian keuntungan tetap setiap bulan kepada nasabah, baik diminta ataupun 
tidak, selama jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan, enam bulan, satu tahun 
dan sebagainya. Besaran keuntungan tetap ini biasanya diselaraskan dengan 
besaran presentase bunga pasaran bank konvensional saat itu. Alasan yang mereka 
kemukakan adalah karena cara seperti itu dianggap lebih sederhana dan efektif 
pada saat sebagian besar masyarakat kita belum memahami dengan baik teknik-
teknik finansial yang dikembangkan BMT.
8
 
Pelaksanaan tabungan deposito sebagai produk penghimpun dana diatur 
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSNMUI/IV/2000 tentang Deposito 
yang menggunakan akad mudha>rabah. Dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa 
bank sebagai mudha>rib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan 
nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
9
 
Pada saat ini banyak didirikannya lembaga keuangan syariah seperti 
didirikannya salah satu baitul ma>al wat tamwil atau BMT Tumang Cabang 
Delanggu, dengan salah satu produk yang ditawarkan kepada anggotanya yaitu 
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simpanan mudha>rabah berjangka. Simpanan mudha>rabah berjangka di BMT 
Tumang adalah simpanan berdasarkan kaidah syariah mudha>rabahal mutha>laqah, 
dimana mud}ha>rib memberikan kepercayaan kepada BMT Tumang untuk 
memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara 
produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan 
profesional. Laba dari pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT sesuai 
nisbah (bagi hasil) yang disepakati di awal.Selain itu, di BMT Tumang Cabang 
Delanggu menawarkan simpanan mudha>rabah berjangka dengan bagi hasil yang 
besar yang hanya berlaku di waktu tertentu saja. Program tersebut ialah “Program 
Nisbah Spesial”.  
 Atas dasar itu penyusun ingin mengetahui apakah BMT Tumang Cabang 
Delanggu sudah menerapkan sistem Islam dalam pengelolaan bagi hasil dan 
mengetahui letak perbedaan bagi hasil biasa dengan adanya promo nisbah spesial 
maka, penyusun ingin mengadakan penelitian di BMT Tumang Cabang Delanggu 
dan sebagai tempat untuk mengadakan penelitian mencoba akan mendiskripsikan 
dengan judul “Pengelolaan Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudha>rabah 
Berjangka Di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu”. 
B. Rumusan Masalah  
Berpijak dari latar belakang permasalahan diatas maka perlu kirannya 
penyusun merumuskan pertanyaan untuk memperlancar dan menentukan arah dari 
penulisan skripsi ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengelolaan sistem bagi hasil simpanan mudha>rabah berjangka di 
KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu? 
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2. Bagaimana kesesuaian pengelolaan bagi hasil simpanan mudha>rabah 
berjangka di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu dengan Fatwa DSN-
MUI No.03/IV/2000 ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pemaparan dan rumusan masalah diatas, maka maksud dan 
tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengelolaan bagi hasil simpanan mudha>rabah 
berjangka di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu. 
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan bagi hasil simpanan 
mudha>rabah berjangka di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu dengan 
Fatwa DSN-MUI No.03/IV/2000. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini dilakukan dapat ditinjau dari dua segi yaitu  
segi Teoritis dan segi Praktis : 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, referensi, 
wawasan dan memperkaya hasanah keilmuan intelektual bagi kalangan 
mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap nasabah maupun 
calon nasabah yang ingin memperdalam ilmu tentang hukum ekonomi 
syariah di setiap perguruan tinggi dan supaya menjadi kontibusi pemikiran 
ilmiah bagi hukum yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan lembaga 
keuangan syariah terutama dalam metode pengelolaan bagi hasil simpanan 
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mudha>rabah berjangka baik yang sudah sesuai syariat Islam atau 
bertentangan dengan syariat Islam. 
2. Manfaat Praktis 
Sumber informasi inspirasi dan memberikan wawasan bagi semua 
orang dan pihak-pihak yang bersangkutan terutama dibidang lembaga 
keuangan syariah, karena penelitian ini dilakukan memberikan gambaran 
tentang mekanisme secara riil yang ada dilapangan dalam metode 
pengelolaan bagi hasil simpanan mudha>rabah yang dilakukan oleh BMT 
Tumang Cabang Delanggu. 
E. Kerangka Teori 
Ada banyak produk penghimpun dan penyaluran dana secara teknis-
finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk 
BMT. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah memberi ruang yang cukup 
untuk itu. Namun dalam praktek, sebagian besar BMT masih membatasi diri 
dengan penerapan beberapa produk saja yang dianggap aman dan profitable. 
Dalam memobilisasi dana, misalnya BMT lebih menyukai produk berbagi 
hasil mudha>rabah dengan pertimbangan tidak terlalu berisiko karena 
kapasitasnya sebagai mudha>rib, serta relatif mudah dalam penerapan10. 
Secara eksplisit, Al-Qur‟an tidak menyebutkan mudha>rabah sebagai 
bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Secara umum beberapa 
ayat menyiratkan kebolehannya dan para ulama menjadikan beberapa ayat 
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tersebut sebagai dasar hukum mudha>rabah. Ayat-ayat Al-Qur‟an tersebut 
terdapat dalam firman Allah QS. Al-Ma‟idah (5):1  
 اْياغ ُْكُْيالاع الَُْتي ا ام لا
ِ
ا ِما اْعنٔلا ُةا يم ِ ابَ ُْكُال ْتذلِحُأ ِدوُقُْعلِبِ اُوفْوَأ اُون آمأ اني ِ ذلَّا اا هيَُّأ ايَ 
 ُدِيرُي ا ام ُُكُ ْ ايَ ا ذللَّا ذن
ِ
ا ٌمُرُح ُْْتُنَأ او ِدْي ذصلا ِّلِِحُم 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, 
kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 
yang dikehendaki-Nya.”11 
Dalam tafsir Ash-Shobuni disebutkan, bahwa kata al’uqud itu jama‟ dari 
‘aqdun, maknanya sama dengan ‘ahdun yang asal katanya ar-rabath yang berarti 
ikatan. Terjemahan al-‘aqdu dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian (yang 
tercatat) atau kontrak, sedangkan al-‘ahdu berarti pemenuhan, penepatan janji. 
Kedua kata tersebut berakar dari kata ar-rabath yang berarti mengikat, 
menghubungkan, dan menyambungkan. Yang dimaksud dengan ‘aqdun dalam 
ayat ini menurut Ash-Shobuni adalah perjanjian antara Allah dan hamba-Nya 
berupa taklif-taklif syar’iyyah, dan perjanjian di antara manusia berupa segala 
bentuk perikatan yang diperintahkan Allah kepada hamba-Nya dan transaksi-
transaksi lainnya. 
Dalam suatu kesempatan Rasulullah SAW juga bersabda: “Tiga perkara di 
dalamnya terdapat keberkatan, yaitu menjual dengan pembayaran secara kredit, 
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muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan 
tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual”.(HR.Ibnu Majah) 
Dari landasan Al-Qur‟an dan Hadis dapat disimpulkan bahwa transaksi 
mudharabah itu diperbolehkan dan halal serta sah, karena tidak ada unsur riba di 
dalamnya dan dalam menjalankan bisnis serta aktifitas perdagangan berbasis pada 
perolehan keuntungan yang sah menurut syariah serta dilakukan secara suka sama 
suka diantara kedua belah pihak. 
 Mudha>rabah adalah salah satu aqad kerjasama kemitraan berdasarkan 
prinsip berbagi untung dan rugi (profit and loss sharing principle), dilakukan 
sekurang-kurangnya oleh dua belah pihak, dimana yang pertama memiliki dan 
menyediakan modal, disebut shahib al-mal atau rabb al-mal , sedang yang kedua 
memiliki keahlian (skill) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau 
manajemen usaha halal tertentu, disebut mudha>rib.12 
 Dasar perjanjian mudharabah adalah kepercayaan murni, sehingga dalam 
kerangka pengelolaan dana oleh mudha>rib, sha>hib al-mal tidak diperkenankan 
melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan 
(controlling) untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang 
disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan dan atau kecurangan 
yang dapat dilakukan mudha>rib. 
 Dalam kerangka penghimpunan dana mudha>rabah, nasabah bertindak 
sebagai sha>hibul al-mal dan BMT sebagai mudha>rib. BMT dapat menawarkan 
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produk penghimpunan dana mudha>rabah ini kepada masyarakat dengan 
menunjukan cara-cara penentuan dan penghitungan porsi bagi hasilnya, dan perlu 
dicatat, ia tidak diperkenankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap perbulan 
dalam jumlah tertentu dengan sistem presentase sebagaimana lazim berlaku dalam 
tatanan perbankan konvensional atau dalam jumlah tertentu atas dasar kalkulasi 
angka-angka rupiah.
13
 
F. Tinjauan Pustaka 
Sekarang ini banyak karya-karya yang mengangkat atau membahas 
mengenai sistem ekonomi Islam atau lebih khusus bagi lembaga keuangan yang 
menggunakan sistem syariah. Untuk itu penyusun dalam melengkapi kekurangan 
dengan data yang diperoleh di tempat penelitian, literatur buku menjadi bahan 
tambahan untuk melengkapi penelitian tersebut. Buku-buku yang dijadikan acuan 
sesuai dengan judul skripsi. 
Skripsi, Ghofar Arifin, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, berjudul 
“Pandangan Hukum Islam Terhadap Simpanan Berjangka Di Unit Simpan 
Pinjam Swamitra Raguyon Sragen”, membahas pandangan hukum Islam terhadap 
simpanan berjangka yang ada di USP Swamitra Raguyon Sragen, yang hasilnya 
adalah bahwa dalam mengelola simpanan berjangka yang terdapat di Unit Simpan 
Swamitra Raguyon Sragen menggunakan perhitungan prosentase yang lebih 
tinggi (bunga) kepada nasabah. Besar pembagian laba sudah ditentukan diawal 
perjanjian dengan menggunakan bunga, nasabah tidak harus mengetahui 
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penggunaan dana dan Unit Simpan Pinjam Swamitra Raguyon Sragen 
menggunakan bunga yang tidak sesuai dengan syariah.
14
 
Skripsi, Titik Rubiyanti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, berjudul  
“Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Bagi Hasil Dan Inflasi Terhadap Jumlah 
Deposito Mudha>rabah (Studi Kasus BRI Syariah Priode Januari 2010-2014)” 
yang hasilnya adalah penelitian tersebut bukan hanya membahas tentang pengaruh 
bagi hasil saja pada Deposito mudha>rabah melainkan Tingkat suku bunga dan 
inflasi juga di BRI Syariah.
15
 
Skripsi, M. Haiqal Agni Al-Padhilah, Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, berjudul “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam 
Simpanan Mudha>rabah Berjangka Di Baitul Ma>al Wat Tamwil Sakinah 
Bekonang”. Membahas tentang penerapan prinsip bagi hasil dalam simpanan 
mudha>rabah berjangka Di BMT Sakinah Bekonang yang hasilnya bertujuan untuk 
menjelaskan aplikasi penerapan prinsip tersebut dalam kegiatan operasionalnya.
16
 
Jurnal Al-Ahkam, karya Jaka Susila, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 
jurnal ilmu syariah dan hukum yang berjudul “Fiduciary Dalam Produk-produk 
Perbankan Syariah (Jurnal Al-Ahkam, vol.1, Nomor 2)”. Membahas tentang 
pemahaman mengenai perbankan syariah, serta produk-produk perbankan syariah. 
Yang hasilnya adalah bahwa perbankan syariah tidak memiliki perbedaan dengan 
                                                             
14
 Ghofar Arifin, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Simpanan Berjangka Di Unit 
Simpan Pinjam Swamitra Raguyon Sragen”, (skripsi, IAIN Surakarta,2006). 
15 Titik Rubiyanti, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Bagi Hasil Dan Inflasi Terhadap 
Jumlah Deposito Mudharabah(Studi Kasus BRI Syariah Priode Januari 2010-2014)”, (skripsi, 
IAIN Surakarta,2016). 
16
M. Haiqal Agni Al-Padhilah, “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Simpanan 
Mudharabah Berjangka Di BMT Sakinah Bekonang”, (skripsi, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta,2013). 
13 
 
 
 
perbankan konvensional, kecuali pada produk perbankan syariah dimana produk 
perbankan yang mengandung rasa keadilan dan sosial yang ditawarkan adalah 
pembebasan segala perhitungan dari rate-interest. Selain itu, fiduciary merupakan 
fleksibilitas yang dapat dipraktikkan dalam pinjaman mudha>rabah dalam bentuk 
kafalah ataupun dhoman.
17
 
Jurnal Hukum Diktum, Rahman Ambo Masse, Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Parepare, dengan judul  “Konsep Mudha>rabah Antara 
Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan (Jurnal Hukum Diktum, Vol.8 Nomor.1)”. 
membahas tentang adanya perbedaan mendasar konsep mudha>rabah yang tertuang 
dalam kajian fiqh klasik dengan yang dipraktekkan pada lembaga keuangan 
syariah. Hasilnya adalah perbedaan tersebut terlihat pada pemberian modal kerja, 
pengelolaan manajemen usaha, pembatasan jangka waktu mudha>rabah, pola 
mudha>rabah yang diterapkan, serta jaminan atas harta mudha>rabah.18 
Sedangkan pada skripsi ini penyusun ingin membahas tentang 
“Pengelolaan Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudha>rabah Berjangka Di 
KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu”, lebih terfokus lagi penyusun ingin 
membahas tentang pengelolaan bagi hasil biasa dan bagi hasil program nisbah 
spesial yang ada Di BMT Tumang Cabang Delanggu. Perbedaan ini terletak pada 
pembahasan dan tempat penelitian. 
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G. Metode Penelitian 
 Metodologi penelitian adalah cara tahu strategi menyeluruh untuk 
menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Berbagai hal yang menjadi 
bagian metedologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1) Jenis Penelitian 
Berdasarkan masalah yang dikemukakan, jenis penelitian yang 
diambil oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan atau penelitian 
kancah (field research) yaitu peneliti turun berada di lapangan. Dimana 
penelitian ini mengkaji keadaan realita yang ada dilapangan yang 
dilakukan dengan merumuskan  masalah sebagai fokus penelitian, 
mengumpulkan data, menganalisa data, merumuskan hasil studi, dan 
menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan.
19
 
2) Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di KSPPS BMT Tumang Cabang 
Delanggu yang beralamat di Jl. Raya Delanggu Utara No.205 dimana 
waktu penelitian yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan 
26 Juli 2018. 
3) Sumber Data 
Sumber-sumber data yang diperlukan penyusun yaitu: 
a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang 
diperlukan datanya. Sumber data ini yang diperoleh dari lapangam dengan 
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mengkaji langsung peristiwa yang ada dalam lapangan yaitu BMT 
Tumang Cabang Delanggu yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu 
Pengelolaan Sistem Bagi Hasil Pasa Simpanan Mudha>rabah Berjangka Di 
KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu. Sumber data primer meliputi 
dari pengelola BMT Tumang Cabang Delanggu yaitu dengan Ibu 
Wijayanti selaku manager BMT Tumang Cabang Delanggu, bapak Doni 
Maradona selaku marketing finance, dan administrasi umum serta 
beberapa data yang ada di BMT Tumang Cabang Delanggu. 
b. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang 
diperlukan datanya. Sumber data sekunder ini diambil dari kepustakaan, 
yang berupa buku-buku, literatur, jurnal dan informasi-informasi lain yang 
berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT.
20
 
4) Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan 
data yang penulis gunakan sebagai berikut: 
a. Metode Interview atau Wawancara 
Teknik wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab lisan antara 
dua orang atau lebih secara langsung. Jenis wawancara yang digunakan 
adalah wawancara tak terstruktur yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-
pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat susunan 
pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.  
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Wawancara jenis ini dipilih karena memungkinkan wawancara 
berlangsung luwes, arahnya lebih terbuka sehingga dapat diperoleh 
informasi yang lebih kaya, pembicaraan tidak terlampau terpaku pada 
yang menjenuhkan kedua belah pihak. 
b. Metode Dokumentasi 
   Teknik ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang 
variabel berupa catatan, transkip, buku, dan lainnya yang berkaitan dengan 
penelitian di BMT Tumang Cabang Delanggu.
21
 
c. Metode Observasi 
   Merupakan pengamatan yang penyusun lakukan baik secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Dalam 
observasi ini, penyusun menggunakan teknik non partisipan. Observasi 
non partisipan adalah di mana observer tidak ikut di dalam kehidupan 
orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku 
pengamat. Di dalam hal ini observer hanya bertindak sebagai penonton 
saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan.
22
 
5) Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan oleh penyusun menggunakan 
analisa deduktif induktif. Metode deduktif digunakan dalam sebuah 
penelitian disaat penelitian dimulai dari sebuah teori yang kemudian 
dibuktikan dengan pencarian fakta. Dalam penelitian ini analisa deduktif 
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digunakan untuk mengacu pada pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No.03 
Tahun 2000. Pada metode induktif data dikaji melalui proses yang 
berlangsung dari fakta. Dalam penelitian ini analisa induktif digunakan 
untuk menyesuaikan pelaksanaan simpanan mudha>rabah berjangka yang 
ada di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu. 
H. Sistematika Penulisan  
Untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini 
biar terarah perlu penyusun kemukakan sistematika penulisan. Sistematika 
penulisan ini tersusun atas lima bab, dimana tiap bab terdiri dari sub-sub bab dan 
bab tersebut diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. 
 Bab pertama didahului dengan bagian pendahuluan, yang memberikan 
gambaran secara umum mengenai judul skripsi dengan menguraikan latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
 Bab kedua berisi tentang landasan teori , yang akan sangat mendukung 
dalam penulisan skripsi ini yaitu Pengertian Mudharabah, Dasar Hukum 
Mudharabah, Syarat dan Rukun Mudharabah, Deposito Mudharabah, Nisbah 
Keuntungan, Asas-asas Perjanjian Mudharabah, Fatwa DSN MUI No.03 Tahun 
2000, dan Manfaat Resiko Mudharabah. 
 Bab ketiga berisi tentang Diskripsi Data Penelitian yang meliputi 
Gambaran Umum KSPPS BMT Tumang dan Sistem Pelaksanaan Pengelolaan 
Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka Di KSPPS BMT Tumang Cabang 
Delanggu.  
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 Bab keempat Analisis dan pembahasan yang terdiri dari Pengelolaan 
Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah Berjangka Di KSPPS BMT 
Tumang Cabang Delanggu, Pengelolaan Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan 
Mudharabah Berjangka Di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu Ditinjau Dari 
Fatwa DSN MUI No.03 Tahun 2000. 
 Bab Kelima merupakan bab penutup dari skripsi yang berisi tentang 
kesimpulan dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait, 
sedangkan pada bagian akhir berisi Daftar Pustaka, Lampiran, dan Daftar Riwayat 
Hidup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pengertian Mudha>rabah 
Secara bahasa mudha>rabah diambil dari kata al-dharb fi al-Ardh, yang 
berarti perjalanan untuk berniaga. Pengambilan kata ini disebabkan amil atau 
mudha>rib meletakkan didalam mudharabah untuk bekerja dengan cara berniaga 
(tijarah) dan mencari keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal (rab al-
mal). Secara istilah, mudha>rabah berarti seorang malik atau pemilik modal 
menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, 
dimana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan 
yang dipersyaratkan dalam akad.
23
 
Sedangkan dalam Fatawa Al-Mu’ashirah disebutkan bahwa mudha>rabah 
dalam fiqh Islam merupakan salah satu jenis dan syirkah yang didalamnya ada 
pokok modal (ra’s al-mal) dari satu pihak dan pekerjaan („amal) dari pihak yang 
lain. Mekanismenya, seorang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk 
diniagakan dengan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara keduanya sesuai 
nisbah yang disepakati dalam akad. Menurut Sayyid Sabiq, mudha>rabah adalah 
akad di antara dua belah pihak di mana salah satu pihak menyerahkan modal 
kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi 
di antara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan.
24
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Mudha>rabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak 
zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. 
Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad 
mudha>rabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, 
maka praktik mudha>rabah ini dibolehkan baik menurut Al-Qur‟an, Sunnah, 
maupun Ijma’. 
Dalam praktik mudha>rabah antara Khadijah dengan nabi saat itu Khadijah 
mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw ke 
luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (shahib 
al-maal). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai 
pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak 
kedua, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut 
akad mudha>rabah. Atau singkatnya, akad mudha>rabah adalah persetujuan kongsi 
antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.
25
 
Menurut para ulama, secara istilah mengartikan mudha>rabahdengan 
pemikiran yang berbeda. Akan tetapi, substansinya sama yaitu suatu bentuk kerja 
sama antara pemilik modal (shah>ibul maal) dan pengelola modal (mudharib) 
dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Mudha>rabah adalah 
penyerahan harta dari pemilik modal atau harta dari pihak pengelola untuk 
dialokasikan, sehingga keuntungan dapat dibagi bersama sesuai dengan hasil 
kesepakatan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. 
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Bahwa pengelola tidak menanggung kerugian material dikarenakan telah 
menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu. 
Dalam Ensklopedi Fiqh Umar, pengertian mudha>rabah diartikan yaitu 
persekutuan antara dua orang dimana modal atau investasi dari satu pihak dan 
pekerjaan dari pihak lain, sedangkan untungnya akan dibagi di antara mereka 
berdua sesuai kesepakatan sementara kerugiannya ditanggung sendiri oleh pihak 
investor.
26
 
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES) Buku II, Bab I Pasal 
20, mengemukakan bahwa mudha>rabah adalah kerja sama antara pemilik modal 
atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan 
pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. 
Mudha>rabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. 
Yang dimaksud dengan memukul atau berjalan tersebut ialah proses seseorang 
memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.
27
 Secara teknis, al-
muharabah adalah akad kerja sama usaha di antara dua pihak di mana pihak 
pertama (sha>hibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak 
lainnya menjadi pengelola. Secara mudha>rabah, keuntungan usaha dibagi menurut 
kesepakatan yang disepakati dalam perjanjian. Apabila usaha tersebut mengalami 
kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian 
itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena 
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adanya kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka yang bertanggung jawab atas 
kerugian tersebut dari si pengelola itu sendiri.
28
 
Afzalurrahman mengartikan mudha>rabah sebagai bentuk kemitraan 
terbatas dan mengartikannya sebagai suatu kontrak kemitraan (partnership) yang 
berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan 
modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak 
membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian 
bersama. Dengan kata lain, mudha>rabah merupakan kemitraan antara pemilik 
modal dan pengelola modal yang memiliki kemampuan usaha dan mengelola 
dengan pembagian keuntungan ditetapkan sesuai dengan presentase yang mereka 
sepakati, sedangkan seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola 
modal tidak diperkenankan beban atas kerugian karena kerugiannya adalah 
kehilangan keuntungan atas jasa yang telah dia lakukan berupa upah yang 
seharusnya dia peroleh. Oleh karena itu, beberapa orang menganggap mudha>rabah 
merupakan kontrak perwakilan antara pemilik modal dan pihak pengelola karena 
kerugian ditanggung pemilik modal. Wakilnya tidak mengalami kerugian apapun, 
kecuali kehilangan upah atas kemampuan kerja dan yang lainnya apabila terjadi 
kerugian dalam bisnis.
29
 
Muhammad Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari Pakistan 
mengartikan mudha>rabah sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu 
mitra disebut sha>hibul maal atau rubbul mal (penyedia dana) yang menyediakan 
sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra yang 
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lain disebut mudha>rib yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk 
menjalankan ventura, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan 
laba. Mudha>rib merupakan orang yang diberi amanah juga suatu agen bisnis. 
Sebagai pihak yang diberi amanah dituntut untuk bertindak hati-hati dan menjaga 
kepercayaan dengan baik, serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi 
karena kelalainnya. Sebagai mudha>rib diharapkan menggunakan dan mengelola 
modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba yang optimal tanpa melanggar 
nilai-nilai Islam. Perjanjian mudha>rabah dapat juga dilakukan antara beberapa 
penyedia dana dan pengusaha.
30
 
Ulama Fiqh membagi akad mudha>rabah menjadi dua macam, yaitu 
mudha>rabah mutlaq>ah dan mudha>rabah muqa>yyadah. Mudha>rabah mutla>qah, 
yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. Adapun 
mudha>rabah muqay>y>adah, yaitu penyerahan modal dengan syarat dan batasan 
tertentu. 
Dalam mudha>rabah mutla>qah, pengusaha bebas mengelola modal dengan 
jenis usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan 
ditempat mana saja yang diinginkan. Dalam mudha>rabahmuqay>yadah, pengusaha 
harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik 
modal. Misalnya, harus berdagang jenis barang tertentu, di daerah tertentu, dan 
membeli barang pada orang tertentu. Dengan kata lain, dalam 
mudha>rabahmuqay>yadahditentukan line of trade, line of industry, atau line of 
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service yang akan dikerjakan dan ditentukan dari siapa barang-barang tersebut 
akan dibeli. 
Dalam implementasinya, bentuk mudha>rabah mutlaqah tidak diartikan 
dengan kebebasan yang tanpa batas, karena tetap harus memerhatikan syarat-
syarat lain yang diperbolehkan dalam Islam, misalnya tidak boleh membiayai 
proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam. Kelalaian dan kecurangan yang 
mungkin terjadi dari bentuk mudha>rabah mutla>qah ini mengharuskan mudha>rib 
bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila 
terjadi kerugian atas usaha itu, maka kerugian itu tidak menjadi beban perjanjian 
mudha>rabah yang bersangkutan.31 
Dengan demikian, pengertian mudha>rabah yang dikemukakan dari 
beberapa pendapat diatas, secara substansi sama perbedaan justru terjadi pada 
praktiknya. Pada zaman sekarang, akad mudha>rabah dilakukan dengan melibatkan 
pihak ketiga, seperti lembaga keuangan sebagai mediator sehingga mudha>rabah 
dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga. 
Berdasarkan pengertian mudha>rabah tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
akad ini sangat penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Manusia memerlukan orang lain untuk membantu dan menutupi 
kekurangan yang ada pada diri sendiri. Seorang yang memiliki harta terkadang 
tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan hartanya. Sebaliknya, orang yang 
mahir memilki keahlian dan keterampilan di bidang usaha, tetapi tidak memilki 
modal untuk mempraktikkan kemampuannnya. Akad mudha>rabah dapat 
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menjembatani masalah tersebut sehingga tiap-tiap pihak saling menutupi 
kekurangannya dalam mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan keuntungan. 
B. Dasar Hukum Mudha>rabah 
Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian merupakan 
penetapan dan penegasan kembali atas praktik-praktik yang telah berlangsung 
pada masa sebelum Islam. Hal itu disebabkan praktik muamalah tersebut selaras 
dengan prisip dasar ajaran Islam. Selain itu, dalam praktik muamalah terkandung 
manfaat yang besar. Salah satu bentuk muamalah tersebut adalah mudha>rabah. 
Nabi Muhammad SAW sendiri bekerja sebagai mudh}a>rib pada transaksi 
komersial jenis ini kepada Khadijah sebelum beliau diangkat secara resmi sebagai 
Rasul Allah. 
 Untuk menegaskan kembali bahwa mudha>rabah sebagai bentuk muamalah 
yang diperbolehkan dalam Islam, dapat dilihat dalam hadis Nabi Muhammad 
SAW yang diriwayatkan Ibnu Majjah dari Shuhaib yang menyebutkan: 
“Tiga macam (bentuk usaha) yang didalamnya terdapat barakah: muqaradhah 
atau mudharabah, jual-beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung 
untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah) 
 Secara eksplisit, Al-Qur‟an tidak menyebutkan mudha>rabah sebagai 
bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Secara umum beberapa ayat 
menyiratkan kebolehannya dan para ulama menjadikan beberapa ayat tersebut 
sebagai dasar hukum mudha>rabah. Ayat-ayat Al-Qur‟an tersebut terdapat dalam 
firman Allah QS. al-Ma‟idah (5):1 :32 
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 الَُْتي ا ام لا
ِ
ا ِما اْعنٔلا ُةا يم ِ ابَ ُْكُال ْتذلِحُأ ِدوُقُْعلِبِ اُوفْوَأ اُون آمأ اني ِ ذلَّا اا هيَُّأ ايَ اْياغ ُْكُْيالاع
 ُدِيرُي ا ام ُُكُ ْ ايَ ا ذللَّا ذن
ِ
ا ٌمُرُح ُْْتُنَأ او ِدْي ذصلا ِّلِِحُم 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” 
Aqad (perjanjian) dalam ayat tersebut mencakup janji prasetia seorang 
hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan 
sehari-hari dengan sesamanya. 
 Dalam tafsir Ash-Shobuni disebutkan, bahwa kata al’uqud itu jama‟ dari 
‘aqdun, maknanya sama dengan ‘ahdun yang asal katanya ar-rabath yang berarti 
ikatan. Terjemahan al-‘aqdu dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian (yang 
tercatat) atau kontrak, sedangkan al-‘ahdu berarti pemenuhan, penepatan janji. 
Kedua kata tersebut berakar dari kata ar-rabath yang berarti mengikat, 
menghubungkan, dan menyambungkan. Yang dimaksud dengan ‘aqdun dalam 
ayat ini menurut Ash-Shobuni adalah perjanjian antara Allah dan hamba-Nya 
berupa taklif-taklif syar’iyyah, dan perjanjian di antara manusia berupa segala 
bentuk perikatan yang diperintahkan Allah kepada hamba-Nya dan transaksi-
transaksi lainnya. 
C. Rukun dan Syarat Mudha>rabah 
27 
 
 
 
Jumhur ulama menyatakan, bahwa rukun mudha>rabah terdiri atas orang 
yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad. Adapun syarat-syarat 
mudha>rabah adalah sebagai berikut: 
1. Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap 
diangkat sebagai wakil (bagi mudha>rib). 
2. Yang terkait dengan modal disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, 
tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada mudharib. 
3. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian 
keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan. 
4. Untuk syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu 
harus jelas shigatnya dan ada kesesuaian anatar ijab dan qabulnya.
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Berkaitan dengan syarat khusu yang harus dipenuhi oleh suatu akad, 
jumhur ulama mengemukakan syarat-syarat mudha>rabah sesuai dengan rukunnya 
sebagai berikut:
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1. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang 
cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Pada satu sisi, 
posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. 
Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola 
modal dalam akad mudha>rabah. 
2. Yang terkait dengan modal, disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, 
tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Oleh sebab itu, 
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jika modal itu berbentuk barang atau uang, menurut ulama fiqh tidak 
diperbolehkan karena sulit menentukan keuntungannya. 
3. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian 
keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari 
keuntungan dagang, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila 
pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiah. Akad itu 
fasid (rusak). Demikian pula halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan, 
bahwa kerugian ditanggung bersama. Menurut ulama Hanafiah, syarat itu 
batal dan kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. 
Jika suatu akad mudha>rabah telah memenuhi rukun dan syarat 
sebagaimana dikemukakan, maka perlu berlaku hukum-hukum sebagai berikut:
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1. Modal di tangan pekerja atau pengelola berstatus amanah, dan seluruh 
tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual-beli. Apabila 
terdapat keuntungan, status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang 
memiliki bagian modal di tangan pekerja atau pengelola berstatus amanah, 
dan seluruh tindakannya dari keuntungan dagang. 
2. Apabila akad ini berbentuk akad mudha>rabah muthla>qah, pekerja bebas 
mengelola modal dengan jenis baranag dagangan apa saja, di daerah mana 
saja, dan dengan siapa saja, dengan ketetntuan bahwa apa yang ia lakukan 
akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, ia tidak boleh mengutangkan 
modal itu kepada orang lain dan tidak boleh juga memudha>rabahkan 
modal itu kepada orang lain. 
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3. Dalam akad mudh>arabah, pekerja berhak mendapatkan keuntungan sesuai 
dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi yang sifatnya nafkah pekerja 
selama akad mudha>rabah berlangsung, apakah diambil dari modal atau 
tidak, terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh. 
4. Jika kerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal 
mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerja sama itu 
tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-
apa. Syarat-syarat umum dan khusus akad tersebut dalam pelaksanaannya 
harus dipenuhi seluruhnya. 
Berdasarkan uraian mengenai ketentuan-ketentuan syarat dan rukun 
mudha>rabah tersebut maka prinsip-prinsip mudha>rabah secara khusus adalah 
sebagai berikut:
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1. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad 
mudha>rabah.  
Dalam akad mudha>rabah, laba bersih harus dibagi antara 
sha>hibulma>al dan mudharib berdasarkan suatu proporsi yang adil 
sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit tekah 
disebutkan dalan perjanjian mudha>rabah. Pembagian laba tidak boleh 
dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas sha>hibul ma>al 
sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjalanan 
bisnis harus ditutup dengan ekuitas sha>hibul ma>al. Adapun kerugian bersih 
harus ditanggung sha>hibul ma>al, sementara bentuk kerugian mudha>rib 
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adalah hilangnya waktu, tenaga, dan usahanya. Jika disepakati, bahwa 
keseluruhan laba akan dinikmati mudha>rib atau modal yang diberikan 
harus dikembalikan secara utuh.  
Dalam hal ini, sha>hibul ma>al dipandang sebagai pemberi pinjaman 
sehingga mudha>rib dituntut untuk menaggung semua risiko dan 
mengembalikan modal. Kesepakatan seperti ini dikenal dengan al-Qordh 
atau dalam aplikasi perbankan disebut dengan akad Qordhul Hasan atau 
Perjanjian Pinjaman Kebajikan. Dengan demikian harus dibedakan antara 
jenis muamalah yang bertujuan mencari keuntungan dan yang bersifat 
sosial atau ta’awun semata. 
2. Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berkad. 
Dalam mudha>rabah, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada 
pembagian kerugian di antara pihak-pihak yang berakad. Kerugian 
finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali 
terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan 
mudha>rib atau pengelola menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan 
jerih payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja 
kersanya.Disinilah bedanya mudha>rabah dengan pinjaman kredit di bank 
konvensional yang menjamin keselamatan uang atau harta yang 
dikelolanya. Dalam mudha>rabah, mudha>rib berfungsi sebagai pemegang 
amanah bukan penjamin, tetapi yang bertanggung jawab terhadap harta 
atau modal hanya jika mudha>rib menjamin keselamatan uang atau harta 
31 
 
 
 
mudha>rabah, maka akan mengakibatkan batalnya akad mudha>rabah dan 
hilang legalitasnya. 
3. Prinsip kejelasan.  
Dalam mudha>rabah masalah jumlah modal yang akan diberikan 
sha>hibul maa>l, presentase keuntungan akan dibagikan, syarat-syarat yang 
dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus 
disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang 
harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus 
dilaksanakan dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus 
dilaksanakan dalam akad mudha>rabah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah 
SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 282-283: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...Dan 
persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Dan 
janganlah kamu jemu menulis hutang iyu, baik kecil maupun besar sampai 
batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan 
lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) kerugianmu (Tulislah muamalah itu) kecuali jika 
muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.” 
Firman Allah tersebut menunjukan pentingnya perjanjian (kontrak) 
dalam Islam. Umat Islam harus menuliskan semua urusan pekerjaan 
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mereka di hadapan saksi-saksi, baik urusan itu kecil atau besar, baik 
jumlah pihak yang terlibat itu besar atau kecil, untuk kontrak jangka waktu 
panjang atau pendek, kecuali perdagangan yang dilakukan secara tunai. 
Semua langkah-langkah itu diambil untuk menghindari perselisihan dan 
menjaga serta melindungi harta milik individu. 
4. Prinsip kepercayaan dan amanah.  
Masalah kepercayaan, terutama pemilik modal merupakan unsur 
penentu terjadinya akad mudha>rabah. Jika tidak ada kepercayaan dari 
sha>hibul maa>l maka transaksi mudha>rabah tidak akan terjadi. Untuk itu, 
sha>hibul maa>l dapat mengakhiri perjanjian mudha>rabah secara sepihak 
apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada mudha>rib. 
Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak 
pengelola. 
5. Prinsip kehati-hatian.  
Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar 
dalam akad mudha>rabah. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak 
pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. 
Jika sikap hati-hati tidak memiliki pengelola, maka ushanya akan 
mengalami kerugian, dismaping akan kehilangan keuntungan finansial, 
kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya.
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Hal lain yang perlu disajikan berkaitan dengan masalah 
mudha>rabahini adalah masa berakhirnya mudha>rabah. Menurut Wahbah 
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al-Zuhayli, ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya mudha>rabah, 
yaitu: 
1) Pembatalan dan larangan tasharruf atau pemecatan apabila 
ditemukan syarat pembatalan dan larangan, yang diketahui oleh 
pemiliknya, serta apabila ra’s al-mal (modal) yang berupa uang atau 
mata uang itu telah diserahkan pada waktu pembatalan dan larangan. 
Namun, apabila ‘amil (pemilik modal) tidak mengetahui bahwa 
mudharabah telah dibatalkan, maka ‘amil dibolehkan untuk tetap 
mengusahakannya. 
2) Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut jumhur 
ulama, apabila ran al-mal atau ‘amil meninggal dunia, maka dengan 
sendirinya mudha>rabahmenjadi batal. Hal ini disebabkan karena 
mudha>rabahmeliputi wakalah, sedangkan wakalah itu batal apabila 
muwakil atau wakil meninggal dunia. Wafatanya salah seorang yang 
berakad menyebabkan batalnya mudha>rabah, baik kewafatanya itu 
diketahui atau tidak diketahui oleh pihak lain. Hal ini disebabkan 
karena kematian itu merupakan pemecatan yang bersifat hukmi, yang 
tidak berdiri atas pengetahuan, seperti dalam wakalah. Namun 
demikian, menurut Malikiyyah, mudha<rabah itu tidak batal apabila 
pihak yang meninggal itu telah mewariskan kepada ahli waris untuk 
melanjutkan akad mudha<rabah. 
3) Salah seorang yang berakad gila. Mudha>rabah itu menjadi batal 
apabila salah satu pihak yang berakad terkena penyakit gila. Hal ini 
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disebabkan karena secara hukum gila itu dapat menghilangkan 
kecakapan hukum. 
4) Rab al-mal murtad dari Islam. Menurut Hanafiyah, apabila rab al-
mal murtad dari Islam dan meninggal atau terbunuh dalam 
kemurtadan atau bergabung dengan musuh dan tekah diputuskan 
hakim tentang pembelotannya, maka dapat membatalkan 
mudha>rabah. Hal ini disebabkan murtad dapat menghilangkan 
kecakapan hukum rab al-mal dengan dalil bahwa harta orang murtad 
dibagikan di antara ahli warisnya. 
5) Modal rusak ditangan ‘amil. Apabila modal rusak di tangan ‘amil 
sebelum membeli sesuatu, maka mudha>rabah itu menjadi batal 
karena harta itu menentukan pada akad mudha>rabah dengan 
penerimaan. Batalnya akad karena rusaknya modal seperti hal nya 
dalam wadi’ah.38 
D. Deposito Mudha>rabah 
Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang 
termasuk produk penghimpun dana (funding) adalah deposito. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito 
berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 
waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang 
bersangkutan. 
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Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang 
dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional 
MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang 
dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan dengan prinsip mudha<rabah.39 
Dalam hal ini, Bank Syar‟ah bertindak sebagai mudha>rib (pengelola dana), 
sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maa>l (pemilik dana). Dalam 
kapasitasnya sebagai mudha>rib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam 
usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, 
termasuk melakukan akad mudha>rabah dengan pihak ketiga. Dengan demikian, 
Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudh>arib memiliki sifat sebagai 
seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta 
beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat 
kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, Bank Syar‟ah juga bertindak sebagai 
kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh 
keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syari‟ah. 
Dari hasil pengelolaan dana mudha>rabah, Bank Syari‟ah akan membagi 
hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan 
dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, 
bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh 
kelalainnya. Namun apabila terjadi adalah mis-management (salah urus), bank 
bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. 
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Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, 
terdapat 2 (dua) bentuk mudha>rabah, yaitu:40 
1. Mudha>rabah Mutla>qah 
Dalam mudha>rabah mutla>qah, pemilik dana tidak memberikan batasan 
atau persyaratan tertentu kepada Bank Syari‟ah dalam mengelola investasinya, 
baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.  
Dengan kata lain, Bank Syari‟ah mempunyai hak dan kebebasan 
sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang 
diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menghitung bagi hasil 
deposito Mudha>rabah Mutla>qah, basis perhitungan adalah hari bagi hasil 
sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal 
pembukaan deposito Mudha>rabah Mutla>qah dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan 
jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut atau angka pembagi 
adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).  
Rumus perhitungan bagi hasil deposito Mudha>rabah Mutla>qah yaitu hari 
bagi hasil dikali nominal deposito mudha>rabah dikali tingkat bagi hasil kemudian 
dibagi hari kalender yang bersangkutan. Dalam memperhitungkan bagi hasil 
deposito Mudha>rabah Mutla>qahtersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 
adalah hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi 
hak nasabah yaitu pembulatan ke atas untuk nasabah atau pembulatan ke bawah 
untuk bank.  
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Pembayaran bagi hasil deposito Mudha>rabah Mutla>qah dapat dilakukan 
melalui dua metode, yaitu:  
1) Anniversary Date pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu 
pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito, tingkat bagi hasil 
yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir, bagi hasil 
bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai 
dengan permintaan deposan.  
2) End of Month pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan yaitu 
pada tanggal tutup buku setiap bulan, bagi hasil bulan pertama dihitung secara 
proposrsional hari efektif tidak termasuk tpembayaran bagi hasil deposito 
dilakukan secara bulanan yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan, bagi hasil 
bulan pertama dihitung secara proposrsional hari efektif tidak termasuk tanggal 
jatuh tempo deposito tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil 
tutup buku bulan terakhir, jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan 
yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari), bagi hasil bulanan yang 
diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan 
deposan.  
Dalam hal pencairan deposito Mudha>rabah Mutla>qah dengan pembayaran 
bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum jatuh tempo, Bank Syariah dapat 
mengenakan denda (penalty) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari 
nominal bilyet deposito Mudha>rabah Mutla>qah. Klausul denda harus ditulis akad 
dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito Mudha>rabah 
Mutla>qah semua jangka waktu (1,3,6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama 
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oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan 
belum dibayarkan, harus dibayarkan. 
2. Mudha>rabah Muqa>yyadah 
 Berbeda dengan deposito Mudha>rabah Mutla>qah, dalam deposito 
Mudha>rabah Muqa>yyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan 
tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan 
dengan tempat, cara, maupun objek investasinya.  
Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan 
sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang 
diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menggunakan dana deposito 
Mudha>rabah Muqa>yyadah ini, terdapat dua metode yakni: 
1) Cluster Pool of Fund yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam 
suatu jenis industri bisnis, Specific Product yaitu penggunaan dana untuk 
suatu proyek tertentu. Dalam hal ini, Bank Syariah melakukan pembayaran 
bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana ini, yakni Cluster Pool of 
Fund pembayaran bagi hasil deposito Mudha>rabah Muqa>yyadah dilakukan 
secara bulanan, triwulan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati. 
Rumus bagi hasil dalam metode ini yaitu hari bagi hasil dikali nominal 
deposito mudharabah dikali tingkat bagi hasil dibagi hari kalender yang 
bersangkutan. 
2) Specific Project pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek 
yang dibiayai. Rumus bagi hasil dalam metode ini yaitu hari bagi hasil dibagi 
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hari bagi hasil terakhir sampai bagi hasil berikutnya dikali nominal deposito 
dibagi nominal proyek yang dibiayai kemudian dikali return proyek. 
Deposito Mudha>rabah Muqa>yyadah dengan pembayaran bagi hasil secara 
bulanan dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan dikenakan denda 
(penalty) sebesar 3% dari nominal bilyet deposito Mudha>rabah Muqa>yyadah. 
Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat 
pembukaan deposito Mudha>rabah Muqa>yyadah semua jangka waktu (1,3,6, dan 
12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi 
hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.
41
 
E. Nisbah Keuntungan  
Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudha>rabah, yang tidak ada 
dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima 
oleh kedua belah pihak yang bermudha>rabah. Mudha>rib mendapatkan imbalan 
atas kerjanya, sedangkan shahib Al-maa>l mendapat imbalan atas penyertaan 
modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan 
antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
42
 
Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara 
kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah 
keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi 
nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi 
setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan 
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sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam 
bentuk nominal Rp tertentu, misalnya shahib Al-maa>l mendapat Rp50.000, 
mudha>rib mendapat Rp50.000. 
Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad 
mudha>rabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (natural 
uncertainty contracts). Dalam kontrak ini, return dan timing cash flow kita 
tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah 
pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka 
mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah 
laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal Rp 
tertentu. 
Bila bisnis dalam akad mudha>rabah ini mendatangkan kerugian, 
pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi 
modal masing-masing pihak. Itulah sebab alasan mengapa nisbahnya disebut 
sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 
99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya itu 
harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan 
nisbah. 
Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara 
pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syari‟ah hanya terjadi 
bagi deposan atau investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memliki daya 
tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai special nisbah. Sedangkan 
untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah 
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hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh 
setuju boleh tidak. Bila tidak setuju, ia persilakan mencari bank syari‟ah lain yang 
menawarkan nisbah yang lebih menarik.
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F. Asas-asas Perjanjian Mudh>arabah 
Dalam perbankan Islam, perjanjian mudha>rabah telah diperluas menjadi 
meliputi tiga pihak yaitu para nasabah penyimpan dana (depositors) sebagai 
shahib Al-maa>l, bank sebagai suatu intermediary, dan pengusaha sebagai 
mudha>ribyang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (mudha>rib) 
dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (depositors), dan 
sebagai shahib Al-maa>ldalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah 
debitor selaku mudha>rib. 
Asas-asas dari perjanjian mudha>rabah adalah sebagai berikut:44 
1. Perjanjian mudha>rabah dapat dibuat secara formal maupun informal, secara 
tertulis maupun lisan. Mengingat  ketentuan Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah 
ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian pinjaman dibuat 
secara tertulis, maka sebaiknya perjanjian mudha>rabah dibuat secara tertulis 
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan 
secara tegas dan jelas untuk menghindari salah tafsir yang secara lebih lanjut 
dapat menimbulkan salah pengertian yang dapat menimbulkan perbedaan 
pendapat yang tidak perlu diantara shahib Al-maa>l dan mudha>rib. 
                                                             
43
Ibid., hlm. 206. 
44
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 
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2. Perjanjian mudhara>bah dapat pula dilangsungkan di anatara beberapa shahib 
Al-maa>ldan beberapa mudha>rib. Perjanjian mudha>rabah dapat pula 
dilangsungkan anatar beberapa sha>hib Al-maa>ldan satu mudha>rib (seperti 
dalam kredit sindikasi) atau antara satu sha>hib Al-maa>l dan beberapa 
mudha>rib. Bahkan tidak mustahil dalam perjanjian mudha>rabah terlibat 
beberapa shahib Al-maa>l yang melakukan transaksi di satu pihak dengan 
pihak lain yang terdiri atas beberapa mudha>rib sekalipun hanya menggunakan 
satu dokumen perjanjian saja. 
3. Pada hakikatnya kewajiban utama shahib Al-maa>l ialah menyerahkan modal 
mudhar>abah kepada mudha>rib. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian 
mudha>rabah menjadi tidak sah. 
4. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang 
cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. 
5. Shahib Al-maa>l berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada 
mudha>rib untuk membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha. 
Mudha>rib berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya 
untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk 
memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. 
6. Shahib Al-maa>l berhak untuk memperoleh kembali invenstasinya dari hasil 
likuidasi usaha mudha>rabah tersebut apabila usaha mudha>rabah itu telah 
diselesaikan oleh mudha>rib dan jumlah hasil likuidasi usaha mudha>rabah itu 
cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut. 
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7. Shahib Al-maa>l tidak dapat meminta jaminan dari mudha>rib atas 
pengambilan investasinya. Persyaratan yang demikian itu di dalam perjanjian 
mudha>rabah batal dan tidak berlaku. Menurut Ibn Hanbal dan Abu Hanifah, 
yang batal dan tidak berlaku itu hanya persyaratanya saja, sedangkan 
perjanjiannya sendiri tetap berlaku. Namun, menurut Maliki dan Syafi‟i, 
perjanjian mudha>rabah itu secara keseluruhan tidak sah. Sebagaimana 
diketahui menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, segala kekayaan 
debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada 
maupun akan ada kemudian hari menjadi jaminan dari utang debitor. Pada 
sasarnya perjanjian mudha>rabah sama sekali bukan merupakan perjanjian 
utang piutang, melainkan perjanjian kerja sama mengenai usaha bersama 
dengan para pihak bersepakat untuk berbagi hasil atau keuntungan. 
Sedangkan apabila ternyata usaha bersama itu mengalami kegagalan, maka 
hanya shahib Al-maa>l yang akan menanggung risiko finansial atas terjadinya 
kerugian itu dan mudha>rib akan memikul risiko membuang waktu, pikiran, 
tenaga dan kesempatan untuk memperoleh imbalan finansial. 
8. Mudha>rib berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada shahib 
Al-maa>l ditambah sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah 
ditentukan sebelumnya. Dalam hubungan ini, mudha>rib berkewajiban untuk 
merekonversi investasi mudha>rabah menjadi uang melalui likuidasi. Likuidasi 
mudha>rabah merupakan kulminasi dari tindakan-tindakan bisnis yang 
dipercayakan untuk dilakukan oleh mudha>rib, karena likuidasi merupakan 
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cara yang wajar untuk memperoleh keuntungan sehubungan dengan usaha 
tersebut. 
9. Mudha>rib wajib mematuhi syarat-sayarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian 
mudha>rabah yang bersangkutan. Apabila mudha>rib dihadapkan pada masalah 
yang bagi masalah itu tidak terdapat petunjuk-petunjuk khusus, maka 
mudha>rib harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan praktek yang berlaku. 
Pendirian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang 
menyatakan bahwa “para pihak dalam suatu perjanjian tidak hanya terikat 
oleh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang secara tegas telah 
diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat yang diharuskan, karena memang demekian sifat 
dari perjanjian itu, atau karena kepatutan mengharuskan demikian sifat dari 
perjanjian itu, atau karena ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku 
sebagai kebiasaan atau yang diharuskan oleh undang-undang.” 
10. Sha>hib Al-maa>l berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa 
mudha>rib menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketetntuan perjanjian 
mudha>rabah. Pada dasarnya, hak sha>hib Al-maa>l yang demikian ini dapat 
melegakan dirinya dari rasa was-was. Bagaimanapun juga, sha>hib Al-maa>l 
adalah pihak yang menyediakan dana dan harus memikul seluruh risiko 
finansial yang terjadi dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan 
proyek atau usaha yang bersangkutan. Maka hak yang demikian itu akan 
dapat mengurangi  rasa was-wasnya dari kemungkinan-kemungkinan 
mudha>rib menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian 
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mudha>rabah, melakukan kelalaian dalam mengelola proyek atau usaha yang 
bersangkutan, atau bahkan dari kemungkinan melakukan kecurangan-
kecurangan yang dapat membahayakan investasi shahib Al-maa>l. 
11. Modal yang harus disediakan oleh sha>hib Al-maa>l disyaratkan berbentuk 
uang, jelas jumlahnya dan tunai. Jika modal berbentuk barang, menurut 
ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. 
Demikian juga halnya dengan utang. Utang tidak dapat dijadikan modal 
mudha>rabah. Tetapi, jika modal tersebut berupa Al-wadi’ah, yaitu titipan 
pemilik modal kepada pedagang, maka wadi’ah itu boleh dijadikan modal 
mudha>rabah. Apabila sebagian modal itu tetap dipegang oleh pemilik modal, 
dalam arti itu tidak diserahkan seluruhnya, menurut ulama Mazhab Hanafi, 
Maliki, dan Syafi‟i hal itu tidak diperbolehkan. Namun, ulama Mazhab 
Hanbali menyatakan bahwa sebagian modal tersebut boleh berada ditangan 
pemilik modal, asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha tersebut. 
12. Keuntungan bersih (net profit) dibagi antara sha>hib Al-maa>l dan mudha>rib 
berdasarkan profit and loss sahring principle (PLS). Pada umumnya istilah 
profit and loss sharing tidak tepat digunakan, karena yang dibagi di antara 
sha>hib Al-maa>l dan mudha>rib bukan termasuk kerugiannya (loss), melainkan 
hanya keuntungannya saja (profit). Oleh karena itu, lebih tepat bila 
menggunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam 
Undang-undang No.10 Tahun 1998, karena apabila tidak berhasil atau usaha 
itu mengalami kerugian, maka kerugian itu tidak dibagi di antara sha>hib Al-
maa>l dan mudha>rib, tetapi harus dipikul sendiri oleh sha>hib Al-maa>l dan 
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mudha>rib, tetapi harus dipikul sendiri oleh sha>hib Al-maa>l. Dalam perjanjian 
mudha>rabah, pembagian keuntungan bersih tersebut harus telah diperjanjikan 
sebelumnya (diperjanjian di muka) dan harus secara eksplisit ditentukan di 
dalam perjanjian mudha>rabah. Menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila 
pembagian keuntungan tidak jelas, maka akad mudha>rabah tersebut cacat 
(fasid). Menurut Saleh, semua aliran hukum berpendapat bahwa pembagian 
keuntungan, apakah untuk sha<hib Al-maa>l atau mudha>rib, harus ditentukan 
berdasarkan proporsi yang tegas. Apabila tidak demikian, maka perjanjian 
mudha>rabah tidak sah. 
13. Dalam hal mudha>rabah diperjanjikan batas waktunya, maka tidak dibenarkan 
untuk membagi keuntungan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian, dan 
telah dihapusbukukannya (written off) kerugian itu, dan terhadap modal telah 
diberikan penggantian penuh. Pembagian keuntungan sebelum perjanjian 
mudha>rabah berakhir akan dianggap sebagai uang muka (advance). Dalam 
hal perjanjian mudha>rabah tidak menentukan jangka waktu pembagian 
keuntungan dengan meperlakukan setiap masa atau jangka waktu tersebut 
sebagai masa atau jangka waktu yang terpisah satu sama lain. 
14. Apabila terjadi kerugian, maka shahib Al-maa>l kehilangan sebagian atau 
seluruh modalnya, sedangkan mudharib tidak menerima remunerasi 
(imbalan) apapun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya). Dengan 
demikian, baik posisi shahib Al-maa<l maupun mudha>rib harus menghadapi 
risiko atau mukhatara. Namun, seperti telah dikemukakan dimuka, yang 
menanggung risiko finansial hanyalah shahib Al-maa>l sendiri. Mudha>rib 
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sama sekali tidak menanggung risiko finansial, tetapi risiko berupa waktu, 
pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkannya selama mengelola proyek 
atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian 
dari pembagian keuntungan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Menurut 
ulama Mazhab Hanafi, apabila dalam akad mudha>rabah dipersyaratkan 
bahwa kerugian ditanggung bersama antara sha>hib Al-maa>l dan mudha>rib, 
maka syarat seperti itu batal dan kerugian tetap harus ditanggung sendiri oleh 
pemilik modal. Chapra menegaskan bahwa kerugian bersih harus dipikul 
sendiri oleh shahib Al-maa>l dan setiap ketentuan dalam perjanjian 
mudha>rabah yang menetukan bahwa kerugian tersebut harus dipikul pula oleh 
mudha>rib adalah batal dan tidak dapat dilaksanakan (void and 
unenforceable). Dalam hal diatur seperti itu, menurut Chapra, kerugian bersih 
yang terjadi pada setiap saat atau jangka waktu itu perlu dihapusbukukan atas 
beban keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dalam masa-masa 
berikutnya, kecuali apabila perjanjian mudha>rabah itu sampai pada masa 
berakhirnya. Oleh karena itu, menurut Chapra, sebaiknya untuk keperluan 
penghapusbukuan itu dibuat cadangan untuk memikul beban kompensasi 
kerugian-kerugian yang terjadi. 
15. Tanggung jawab shahib Al-maa>l terbatas hanya pada jumlah modal yang 
telah ditanamkannya. Asas ini merupakan suatu hal yang sangat penting, 
karena apabila tidak demikian berarti tanggung jawan shahib Al-maa>l tidak 
terbatas, maka tidaklah patut bagi shahib Al-maa>l untuk hanya menjadi 
sleeping partner. 
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16. Mudha>rib tidak diperkenankan membuat komitmen dengan pihak ketiga 
melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh shahib Al-maa>l. 
Menurut Nabil A.Saleh, apabila mudha>rib melampaui batas jumlah investasi 
mudha>rabah tanpa otorisasi yang khusus atau tanpa pengesahan yang 
diperoleh kemudian dari shahib Al-maa>l, maka mudha>rib secara pribadi 
bertanggung jawab atas jumlah kelebihan dana tersebut. 
17. Mudha>rib juga boleh ikut menanamkan modal untuk membiayai proyek atau 
usaha yang memperoleh pembiayaan mudha>rabah. Penyediaan modal sendiri 
oleh mudha>rib untuk ikut membiayai proyek atau usaha yang dimintakan 
fasilitas pembiayaan dari bank syari‟ah tidak berbeda seperti halnya pada 
perjanjian kredit yang diberikan oleh bank konvensional di mana nasabah 
disyaratkan oleh bank atau diinginkan sendiri oleh nasabah untuk 
menyediakan modal sendiri atau yang lazim disebut self financing nasabah. 
Dengan kata lain, dalam hal yang demikian itu bank tidak menyediakan 
seluruh (100%) dari kebutuhan pembiayaan. Dalam hal ini mudha>rib juga 
menanamkan sejumlah modal dalam usaha mudha>rabah  itu, mudha>rib berhak 
mengambil seluruh keuntungan yang diperoleh dari bagian modal yang 
ditanamkanya itu. Sisanya dibagikan sesuai dengan pembagian yang telah 
diperjanjikan sebelumnya antara shahib Al-maa>l dan mudha>rib. Sedangkan 
kerugian harus dibagi antara shahib Al-maa>l dan mudha>rib.Sedangkan 
kerugian harus dibagi antara shahib Al-maa>l dan mudha>rib secara 
proporsional sesuai dengan besarnya modal masing-masing, karena menurut 
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para ahli hukum Islam kerugian merupakan penyusutan (erosion) terhadap 
modal (equity), sehingga harus dibebankan kepada modal. 
18. Antara shahib Al-maa>l dan mudha>ribdapat diperjanjikan bahwa hubungan 
perjanjian tersebut merupakan mudha>rabah mutlaq>ah (mudha>rabah mutlak 
atau tidak terbatas) atau mudha>rabah muqa>yyadah (mudha>rabah terbatas). 
Dalam mudha>rabah mutla>qah atau mudha>rabah mutlak, mudha>rib bebas 
mengelola modal yang diberikan oleh shahib Al-maa>l untuk tujuan usaha apa 
saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak 
ditentukan masa berlakunya di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, 
tidak ditentukan line of trade, line of industry, atau line of service yang akan 
dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli. 
Dalam mudha>rabah mutla>qah, mudha>rib  memliki mandat yang terbuka (open 
mandate) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi 
keberhasilan tujuan mudha>rib melakukan kelalaian atau kecurangan, maka 
mudha>rib harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang 
ditimbulkannya. Apabila terjadi kerugian atas usaha itu, maka kerugian itu 
tidak dapat menjadi beban perjanjian mudha>rabah yang bersangkutan. 
19. Karena mudha>rib bertanggung jawab untuk menangani urusan-urusan 
mudha>rabah, maka mudha>rib memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam 
batas-batas keleluasaan tertentu. Sekalipun shahib Al-maa>l memliki hak 
untuk memberikan instruksi-instruksi dan pembatasan-pembatasan kepada 
mudha>rib, namun hanya sepanjang instruksi-instruksi atau pembatasan-
pembatasan tersebut tidak menghalangi tujuan-tujuan dari perjanjian 
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mudha>rabah, yaitu memperoleh keuntungan melalui tindakan-tindakan bisnis 
yang dilakukan oleh mudha>rib. Apabila instruksi-instruksi atau pembatasan-
pembatasan tersebut melumpuhkan keleluasaan mudha>rib untuk dapat 
bertindak atau menghalangi tujuan-tujuan perjanjian mudha>rabah yang akan 
dicapai, maka instruksi-instruksi atau pembatasan-pembatasan tersebut batal 
dan tidak berlaku. 
20. Semua pengeluaran atau ongkos-ongkos yang berkaitan dengan bisnis 
mudha>rabah yang bersangkutan dapat dibebankan atas beban rekening 
mudha>rabah yang bersangkutan. Pengeluaran-pengeluaran pribadi  mudha>rib 
tidak boleh dibebankan atas rekening mudha>rabah. 
21. Mudha>rib berhak untuk memperoleh remunerasi atau pembagian keuntungan 
yang besarnya telah ditentukan sebelumnya. 
22. Mudha>rabah berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut 
sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian mudh>arabah, atau pada saat 
berakhirnya jangka waktu perjanjian mudha>rabah, atau karena meninggalnya 
salah satu pihak, yaitu sha>hib Al-maa>l atau mudha>rib, atau karena salah satu 
pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk 
mengakhiri perjanjian mudha>rabah itu. 
23. Mudha>rib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), disamping 
sebagai kuasa dari usaha dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali 
amanah, mudha>rib wajib bertindak dengan hati-hati atau bijaksana (prudence) 
dan beritikad baik (in good faith) dan bertanggung jawab atas kerugian-
kerugian yang terjadi karena kelalainnya (wilful negligence). Sebagai seorang 
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kuasa, mudha>rib diharapkan untuk menggunakan dan mengelola modal yang 
ditanamkan sedemikian rupa, sehingga memperoleh keuntungan seoptimal 
mungkin bagi bisnis mudha>rabah yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai 
Islam.
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G. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.3/DSN-MUI/IV/2000 
Dalam menjalankan kegiatan usaha fatwa DSN harus dijadikan patokan 
yang dilakukan oleh perbankan syari‟ah atau lembaga keuangan syariah lainnya. 
Dewan Syari‟ah Nasional itu sendiri yaitu beberapa kumpulan ulama yang 
mengeluarkan fatwa-fatwa tentang kehalalan suatu produk yang dikeluarkan 
lembaga keungan syari‟ah. 46  Adapun lembaga yang mengawasi pelaksanaan 
keputusan Dewan Syari‟ah Nasional di lembaga keuangan syari‟ah yang 
penempatannya atas persetujuan Dewan Syari‟ah Nasional tidak lain tugas dari 
Dewan Pengawas Nasional (DPS).
47
 
Peran DPS tidak hanya mengawasi operasional Lembaga Keuangan 
Syariah saja melainkan turut mengembangkan ekonomi yang berbasis syari‟ah 
seperti hal nya investasi jangka panjang yang dilandasi nilai syari‟at Islam dan 
sebagainnya. 
Investasi berjangka di KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari‟ah) sama 
halnya dengan deposito di bank maka dari itu salah satu regulasi yang 
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menjembatani investasi berjangka adalah Fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang Deposito. Menurut Fatwa N0.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito :
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1. Deposito yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan 
dengan bank. 
2. Deposito ada dua jenis yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, 
yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, dan yang dibenarkan 
yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudha>rabah.  
3. Nasabah bertindak sebagai sahi>bul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak 
sebagai mudha>rib atau pengelola dana. 
4. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk  di dalamnya 
mudha>rabah dengan pihak lain. 
5. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan 
piutang. 
6. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 
dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
7. Bank menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah 
keuntungan yang menjadi haknya. 
8. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah 
tanpa persetujuan yang bersangkutan. 
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  Adapun fungsi Dewan Syari‟ah Nasional (DSN) yaitu mengawasi 
produk-produk lembaga keuangan syari‟ah agar sesuai dengan prinsip Islam, 
meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh 
lembaga keuangan syari‟ah. Selain itu, menumbuhkembangkan penerapan 
nilai-nilai syari‟ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan 
keuangan pada khususnya.
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H. Manfaat dan Resiko Mudha>rabah 
1. Manfaat mudha>rabah 
a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan 
usaha nasabah meningkat. 
b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah 
pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau 
hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami 
negative spread. 
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow 
atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 
d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha 
yang benar-benar halal, aman, dan benar-benar terjadi itulah yang 
akan dibagikan. 
e. Prinsip bagi hasil dalam al-mudha>rabah atau al-musya>rakah ini 
berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih 
penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa 
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pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan 
terjadi krisis ekonomi.  
2. Risiko mudha>rabah 
Risiko yang terdapat dalam al-mudha>rabah, terutama pada 
penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Diantaranya: 
a. Side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti 
yang disebut dalam kontrak. 
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja. 
c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak 
jujur.
50
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BAB III 
DISKRIPSI DATA PENELITIAN 
A. Gambaran Umum  KSPPS BMT Tumang 
1. Sejarah BMT Tumang 
Sistem perekonomian dan tatanan kehidupan yang dikedepankan pada 
masa orde baru ternyata tidak bisa memberikan jawaban akan harapan 
terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Berangkat dari keprihatinan akan nasib 
masyarakat desa yang justru merupakan jumlah mayoritas penduduk di Indonesia, 
khususnya di daerah Boyolali. Juga, apabila melihat perputaran uang yang 
sebagian besar ada di kota serta sulitnya pengusaha mikro dan kecil di pedesaan 
dalam mengakses permodalan dari perbankan. 
Perbankan dalam hal ini dinilai lemah dalam komitmennya menciptakan 
lingkungan usaha yang lebih adil dan lebih menyejahterakan masyarakat. 
Sementara itu, terkait dengan bunga perbankan juga telah menjadi kajian 
tersendiri di kalangan umat Islam.Hal-hal tersebut juga sangat dirasakan oleh 
masyarakat Desa Tumang.Terutama beberapa orang yang dalam menjalankan 
ekonominya berkutat dengan rentenir atau istilah masyarakat setempat adalah 
bank plecit.
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Dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
warga setempat, maka pada bulan Februari 1997 bertempat di rumah dinas Bapak 
Suryanto SH. di Jakarta, munculah gagasan untuk pendirian BMT di Desa 
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Tumang. Setelah dilakukan pemilihan calon pengelola pada tanggal 1 oktober 
1998, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Tumang mulai beroperasi dengan modal 
awal 7.050.000 rupiah di desa Tumang, Cepogo, Boyolali. Kemudian, pada 
tanggal 10 April 1999, BMT Tumang mendapatkan badan hukum dari departemen 
koperasi dengan nomor 242/BH/KDK.11.25/IV/ 1999 yang kemudian lebih 
dikenal dengan nama KSU “BMT TUMANG”. 
Dalam rentang waktu satu dasawarsa melayani umat, BMT TUMANG 
telah berkembang dengan sangat cepat, hingga akhir Desember 2017 total aset 
BMT TUMANG mencapai 166 Miliyar dengan total pembiayaan sebesar 111,4 
Miliyar dan simpanan sebesar 146,2 Miliyar. Dengan slogan; “membangun 
kemandirian menuju kesejahteraan” BMT TUMANG ingin terus mengembangkan 
jaringan dan menebar manfaat bagi masyarakat sekitar.Bukan hanya bergerak 
pada bisnis keuangan syariah, KSPPS BMT TUMANG juga hadir sebagai 
penggerak ekonomi ummat lewat Baitul Maalnya. 
Tercatat jumlah aset Baitul Maal BMT Tumang pada akhir Desember 2017 
mencapai 1,03 Miliyar. Dengan jumlah dana tabaru‟ yang ditunaikan mencapai 
Rp 258,844,473,00, dan total penggunaan dana sosial dan pemberdayaan sebesar 
Rp 640,412,800.Dengan pergerakan lembaga keuangan dan lembaga sosial 
dakwahnya, KSPPS BMT TUMANG hadir sebagai motor penggerak 
perekonomian dengan memberantas riba dan mencabut kemiskinan sampai ke 
akar-akarnya.
52
 
2. Visi dan Misi  
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 Visi 
Menjadikan Lembaga Keuangan Syariah yang Mandir, Modern 
dan Sejahtera. Makna visi : Visi tersebut menggambarkan suatu 
semangat untuk membangun ekonomi masyarakat (umat) yang berbasis 
syariah, dalam rangka mewujudkan kemandirian melalui tata kelola yang 
baik, tangguh, modern menuju kesejahteraan anggota yang diridhoi Allah 
SWT. 
 Misi 
Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang mandiri, modern, 
amanah, dan sejahtera. Penjelasan : BMT TUMANG berupaya 
mewujudkan sebuah lembaga keuangan syariah yang mandiri, secara 
terus menerus meningkatkan jati diri, mengandalkan pada kekuatan 
yang dimiliki, serta mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan 
bekerja keras, cerdas, tuntas dan ikhlas. Modern dari segi pelayanan, 
daya dukung operasional, dan sejajar atau lebih tinggi dengan lembaga 
keuangan terkemuka. Dalam melaksanakan jasa layanan lebih 
mengutamakan norma-norma kebaikan (amanah), memiliki kepekaan 
sosial yang tinggi sehingga keberadaannya dapat memberikan nilai 
tambah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota serta 
masyarakat luas.Mengembangkan SDM yang tangguh, profesional dan 
berdaya saing tinggi. Penjelasan : untuk mencapai Visi yang telah 
ditetapkan, BMT berupaya mengembangkan SDM yang profesional, 
kompeten, memiliki integritas tinggi, berdaya saing sehingga mampu 
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menghadapi tantangan masa kini dan masa depan.Meningkatkan sarana 
dan prasarana yang memadai untuk mendukung operasional BMT. 
Penjelasan: untuk mendukung layanan keuangan syariah yang modern, 
BMT berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai 
dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur teknologi informasi 
yang modern sesuai perkembangan zaman. 
3. Identitas Lembaga  
Nama Lembaga  : KSPPS BMT TUMANG 
Tanggal Berdiri  : 1 Oktober 1998 
No. Badan Hukum  : 242/BH/KDK.II.25/IV/1999 
NPWP    : 02.014.0381.4-527.000 
Waktu Operasional  : Jam Buka Kas 
     Senin-Jumat Pukul 08.00-16.00 
Wilayah Kerja   : Jawa Tengah 
Perubahan Anggaran Dasar : 02/PAD/XIV/I/2001 (Koperasi Jasa 
Keuangan    Syariah) (KJKS) BMT 
TUMANG 
 Tingkat Provinsi Jawa Tengah 
Perubahan Anggaran Dasar : 155/Lap-PAD/VIII/2016 (Koperasi 
Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) 
(KSPPS) BMT TUMANG 
 Tingkat Nasional. 
4. Struktur Organisasi BMT Tumang 
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Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai 
berikut
53
: 
a. Rapat Anggota 
 Merupakan lembaga tertinggi pada koperasi dan akan 
mengadakan rapat setahun satu kali. Tugasnya antara lain : 
1. Mengevaluasi kinerja koperasi secara keseluruhan selama satu 
tahun 
2. Memberikan catatan hasil kinerja selama satu tahun kepada 
pemangku kepentingan.  
Wewenang antara lain : 
1. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran dan pendapat 
koperasi untuk buku berikutnya dan peninjauan anggaran 
belanja untuk tahun buku yang berjalan. 
2. Penetapan pembagian sisa hasil usaha 
3. Pemilihan pengangkatan anggota pengurus ( jika jabatan telah 
habis) 
b. Pengurus 
Tugasnya antara lain : 
1. Menyeleseikan RAT 
2. Menyusun merumuskan kebijakan umum untuk mendapatkan 
persetujuan Rapat Anggota. 
3. Menyelenggarakan rapat pengurus untuk : 
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a) Evaluasi bulanan dan perkembangan kinerja BMT 
Tumang 
b) Menentukan dan membuat kebijakan strategi BMT 
Tumang. 
c) Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan 
dengan BMT Tumang. 
Wewenangnya antara lain : 
1. Bersama pengurus yang lain mengangkat, memberi sanksi dan 
memberhentikan pengelola BMT Tumang.  
2. Menyetujui /menolak mengenai : 
a) Pembiayaan yang nilainya diatas wewenang Manager 
Utama 
b) Kebijakan baru BMT Tumang dengan pertimbangan 
dari sekertaris bendahara.  
c) Kerjasama dengan pihak lain (investor dari luar) yang 
diusulkan manager. 
3. Mengesahkan laporan bulanan yang diajukan Manager utama 
c. Pengawas  Management 
Tugasnya antara lain : 
1. Melakukan monitoring setiap saat dan audit internal minimal 
satu kali dalam satu tahun. 
2. Memberikan pengarahan terhadap pengangkatan pengelola 
penyusunan anggaran dan rencana kerja. 
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3.  Memberikan pengarahan terhadap pembiayaan yang tidak data 
diputuskan oleh pengurus. 
Wewenangnya adalah : 
1. Mengawasi dan memeriksa laporan keuangan dan aspek 
manager lainnya. 
d. Pengawas Syariah 
Tugasnya antara lain : 
1. Melakukan monitoring setiap saat dan audit internal minimal 
satu kali dalam setahun. 
2. Memberikan masukan dan pengarahan terhadap pengangkatan 
pengelola, penyusun anggaran dan rencanakerja. 
3. Memonitor kegiatan BMT dan memberikan arahan yang 
berkaitan dengan aspek syariah. 
Wewenangnya ialah : 
1. Mengawasi dan memeriksa kegiatan BMT agar sesuai dengan 
kaidah syariah Islam. 
e. Manager utama 
Tugasnya antara lain : 
1. Menjabarkan kebijaksanaan umum BMT yang telah disetujui 
pengurus, dan untuk hal-hal prinsipil disetujui oleh pengawas 
atau rapat anggota. 
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2. Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran BMT dan 
rencana kerja untuk tahun buku yang akan datang kepada 
pengurus yang selanjutnya dibawa pada rapat anggota. 
3. Menyusun dan meminta persetujuan penguus tentang 
pembukaan rekening bank dan penandatanganan rekening 
simpanan BMT pada bank secara bersama-sama. 
4. Membuat laporan secara periodic kepada pengurus. 
5. Menyampaikan laporan keuangan dan laporan tingkat 
kesehatan BMT secara periodic kepada pengawas Managemen. 
Wewenangnya antara lain: 
1. Menyetujui pembiayaan sampai dengan jumlah Rp. 
150.000.000,- dan lebih dari jumlah tersebut dengan 
persetujuan rapat pengurus. 
2. Mengaajukan usaha produk baru pembiayaan dan tabungan. 
3. Mengusulkan promosi, demosi, dan pemberhentian pengelola.54 
f. Internal Auditor 
Tugasnya antara lain : 
1. Mengumpulkan data atau informasi mengenai pencatatan, 
klasifikasi, penyusunan  laporan keuangan yang terdiri dari 
neraca, daftar labaa/rugi, arus kas, perubahan modal CAR, serta 
laporan lain yang diperlukan. 
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2. Memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur 
koperasi benar-benar diteliti.  
3. Memastikan bahwa semua harta milik koperasi telah 
dipertanggung jawabkan dan dijaga dari semua kerugian.  
4. Menerima pemberitahuan tentang adanya  proses nota 
debet/nota kredit. 
Wewenangnya antara lain : 
1. Dapat menggunakan fungsi pengawas sebagai alat kontrol 
mekanisme operasional.  
2. Memeriksa semua catatan koperasi, harta milik dan hutang-
hutang, memeriksa semua tingkat manajemen. 
3. Meminta data atau informan yang berkaitan dengan hal audit 
kepada manajemen koperasi. 
4. Meminta fasilitas kebagian umum untuk kebutuhan audit 
seperti ATK 
5. Menertibkan laporan keuangan persetujuan pimpinan untuk 
keperluan publikasi.
55
 
g. Manager operasional 
Tugasnya antara lain : 
1. Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (service 
excellence) kepada mitra atau anggota KJKS BMT Tumang. 
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2.  Terevealuasi dan terseleseikannya seluruh permasalahan yang 
ada dalam operasional KJKS BMT Tumang. 
3. Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan 
pembiayaan dan laporan penghimpunan dana secara lengkap, 
akurat dan sah baik harian, bulanan maupun sesuai dengan 
periode yang dibutuhkan. 
4. Terarsipkannya surat masuk dan keluar serta notulasi rapat 
manajemen dan operasional. 
5.  Terselenggarakannya seluruh aktivitas rumah tangga KJKS 
BMT Tumang. 
6. Terselenggarakannya absensi kehadiran karyawan dan 
dokumentasi hasil penilaian seluruh pengelola serta pengajuan 
gaji.  
Wewenangnya antara lain : 
1. Mengeluarkan biay aoperasional rutin dalam batas wewenang. 
2. Menyetujui pengeluaran kas untuk penarikan tabungan dalam 
batas wewenang.  
3. Melakukan control terhadap kehadiran pengelola 
4. Memeriksa seluruh laporan dalam bidang operasional. 
5. Menyetujui pemotongan biaya yang memegang tanggungjawab 
dana KJKS 
h. Manager marketing 
Tugasnya antara lain : 
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1. Tercapainya target marketing baik funding mupun lending 
2. Terselenggarakannya rapat marketing dan terselesaikannya 
permasalahan dan tingkat funding. 
3. Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian marketing. 
4. Pengarsipan bukti nota debet dan nota kredit. 
Wewenangnya antara lain : 
1. Memberikan usulan untuk pengembangan pasar kepada 
manager utama. 
2. Menentukan target funding dan lending bersama dengan 
manager utama 
3. Memimpin dan menentukan agenda rapat marketing. 
4. Melakukan penilaian terhadap marketing.56 
i. Manajer Cabang  
Tugasnya antara lain: 
1. Menjabarkan kebijaksanaan umum BMT yang telah disetujui 
Manajer Utama. 
2. Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran BMT cabang 
dan rencana kerja untuk tahun buku yang akan datang kepada 
Manajer Utama. 
3. Menyusun dan meminta persetujuan Manajer Utama tentang 
pembukuan Rekening Bank dan penandatanganan Rekening 
Simpanan BMT cabang pada Bank secara bersama-sama. 
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4. Menyusun dan meminta persetujuan Manajer Utama tentang 
peraturan wewenang „Komite Pembiayaan‟. 
5. Menandatangani permohonan keanggotaan luar biasa dan 
memberi persetujuan menolak permohonan, menggunakan 
formulir-formulir dan dokumen-dokumen lain dalam transaksi 
BMT cabang. 
6. Mengajukan usuk kepada Manajer Utama tentang jenis atau 
produk baru untuk disetujui penggunaannya. 
7. Mengusulkan penambahan, pengangkatan, pemberhentian 
pengelola sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional 
BMT cabang. 
8. Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-
biaya harian BMT cabang. 
9. Bertanggungjawab terhadap harta kekayaan BMT cabang agar 
terlindungi dari penyelewengan, pencurian dan kerusakan. 
10.  Membuat laporan secara periodik kepada Manajer Utama. 
Wewenangnya antara lain: 
1) Menyetujui pembiayaan sampai dengan jumlah RP.  
2) 25.000.000,-, dan lebih dari jumlah tersebut harus 
mendapatkan persetujuan Manajer Utama. 
3) Mengajukan usulan pokok baru pembiayaan dan tabungan. 
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4) Mengusulkan promosi, mutasi, demosi dan pemberhentian 
Pengelola BMT cabang.
57
 
j.  Marketing (pemasar) 
Tugasnya antara lain: 
1. Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk 
BMT. 
2. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan 
mendatang pada akhir pekan berjalan. 
3. Mengatur rute kunjungan harian. 
4. Membuat laporan harian pemasaran individual untuk 
funding, finance dan konfirmasi pada Manajer Cabang. 
5. Melakukan pendataan anggota potensial, baik nama-nama 
perseorangan atau pimpinan kelompok tertentu potensial 
yang akan dikunjungi. 
6. Melakukan pembinaan hubungan baik dengan anggota 
melalui bantuan konsultasi bisnis, diskusi bisnis, bimbingan 
pengelolaan keuangan, dan dilakukan pencatatan. 
7. Memastikan pelaksanaan implementasi funding dan finance 
secara individual sesuai target. 
8. Memastikan efektifitas pengadilan piutang dengan 
konfirmasi pada blok sistem yang ditanggunggugati 
masing-masing. 
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9. Melaporkan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan 
kepada Manajer cabang. 
10.  Menyimpan dokumen terkait sesuai dengan standar baku. 
Wewenangnya antara lain: 
1. Mengusulkan strategi pemasaran untuk jangka pendek, 
jangka menengah dan jangka panjang. 
2. Melakukan negoisasi bagi hasil kepada anggota sesuai 
dengan kebijaksanaan pemasaran.
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k.  Teller atau Kair 
Tugasnya antara lain: 
1. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan 
maupun penyetoran  (simpanan atau angsuran). 
2. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari. 
3. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang 
telah disetujui oleh Manajer cabang. 
4. Menandatangani formulir serta slip dari anggota dan yang 
mendokumentasikannya. 
5. Melaporkan hasil transaksi dalam sehari kepada Manajer 
Cabang. 
6. Mengirim dan menyerahkan laporan keuangan kebagian 
akuntansi. 
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7. Menyerahkan uang sisa transaksi (setelah dikurangi saldo 
kas) ke Manajer Cabang. 
8. Menjamin kelengkapan bukti transaksi harian. 
9. Memastikan kecocokan kas riil dengan catatan 
penerimaan kas harian 
10. Menyimpan saldo minimum sesuai ketetapan Manajer 
Cabang. 
Wewenangnya antara lain: 
1. Mengatur pola administrasi yang efektif. 
2. Mengajukan pengeluaran kas kepada Manajer Cabang. 
3. Menunda penarikan simpanan bila persyaratan yang 
ditetapkan kurang. 
4. Mengeluarkan dana operasional.59 
l. Kepala Divisi Maal 
Tugasnya antara lain: 
1. Menyiapkan konsep pengelolaan baitul maal secara tepat 
yang disesuaikan dengan kondisi ummat yang ada 
disetiap lingkungan dengan tetap mengacu pada kaidah 
baku syariah Islam, dan menjadikan sebagai dari dakwah. 
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2. Menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan agar 
setiap transaksi tercatat dengan baik, rapi, dan dapat 
dipertangung jawabkan. 
3. Mengatur pemasukan dan pengeluaran dana Maal, serta 
membuat laporan secara teratur kepada Manajer Utama 
atau donatur bila diperlukan. 
Wewenangnya antara lain: 
1. Menghubungi anggota masyarakat untuk dakwah. 
2. Menetapkan pendistribusian Maal kepada yang berhak. 
m. Kepala Bidang Personalia  
Tugasnya antara lain : 
1. Melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hubungan 
eksternal KJKS atau koperasi. 
2. Melakukan pengadministrasian dan pemeliharaan data 
karyawan, serta hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan, 
pendidikan, pelatihan, karir, dan hubungan antar karyawan. 
Wewenangnya antara lain : 
1. Membuat kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal umum 
2. Melakukan pencairan dana untuk kebutuhan pengadaan 
inventaris kantor. 
n. Staff Adm dan Keuangan 
Tugasnya antara lain : 
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1. Melaporkan laporan keuangan bulanan pada pertemuan 
bulanan. 
2. Membuat analisis rentabilitas, solvabilitas, dan 
profitabilitas atas BMT yang dibahas pada pertemuan 
bulanan dengan pengurus maupun Manajer. 
3. Memeriksa anggaran yang diajukan Manajer sebelum 
disetujui untuk dimintakan persetujuan pengurus. 
4. Mengatur dalam pengeluaran kebutuhan di setiap cabang 
meliputi : buku simpanan, slip setoran, slip angsuran, 
akad, warkat, dll. 
5. Memastikan ketepatan penyampaian laporan keuangan. 
Wewenangnya antara lain : 
1. Mengusulkan pembenahan dan desain sistem informasi 
akuntansi apabila tidak sesuai dengan kebutuhan. 
2. Mengusulkan kebijakan keuangan BMT.60 
o. Staf TI 
Tugasnya  : 
1. Menjamin kondisi software dan hardware di semua 
cabang dalam kondisi baik, dan tanpa masalah. 
2. Melakukan perawatan dan perbaikan terhadap hardware 
(komputer, printer, cpu, nettbook, dan jaringan) di 
cabang dan di pusat. 
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Wewenangnya antara lain : 
1. Mengusulkan program baru 
2. Mengusulkan pembenahan dan desain sistem informasi 
dan teknologi apabila sudah tidak sesuai dengan 
kebutuhan. 
p. Staf Maal 
 Tugasnya antara lain : 
1. Mengupayakan penggalian dana dari masyarakat 
(aghnia‟) dalam hal zakat, infaq dan shodaqoh. 
2. Mengatur pemasukan dan pengeluaran dana Maal. 
3. Mengupayakan pengembangan sumber dana Maal. 
Wewenangnya antara lain : 
1. Mengatur pola pendistribusian dana Maal. 
2. Mengajukan anggara kepada Manajer Utama untuk 
kebutuhan dana Maal. 
q. Customer Service  
Tugasnya antara lain : 
1. Memberikan pelayanan paripurna kepada anggota sesuai 
dengan tugas dan kewenangannya. 
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2. Memberikan informasi kepada anggota baik penarikan 
maupun penyetoran (simpanan atay angsuran).
61
 
Susunan pelaksanaan harian BMT Tumang Delanggu terdiri dari: 
Manager  Wijayanti S.sos. 
Marketing Finance Doni Maradona S.sos 
Nur Fatoni S.E 
Marketing Funding Dewi Marginingsih 
Ida Nurul Hikmah 
Yuhatul Khasanah 
Teller  Zumaini Solehah 
Back Office Siti Badriyah 
Security  Lanjar Riyanto 
  
5. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi BMT: 
a. Badan Pengawas yang berwenang melakukan pengawasan penerapan 
konsep syari‟ah dalam operasional BMT dan memberikan nasehat dalam 
bidang syari‟ah adapun tugas ini dilakukan oleh Dewan Pengawas 
Syari‟ah. 
b. Badan Pendiri BMT yaitu ketua Baitul Tamwil yang mendampingi dan 
mewakili manajer dalam tugas-tugasnya yang berkaitan dengan 
pelaksanaan operasional baitutamwil. 
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c. Badan Pengelola dilakukan oleh Manajer BMT yang telah dipilih oleh 
Badan Pendiri yang berwenang memimpin jalannya BMT sehingga sesuai 
dengan perencanaan, tujuan lembaga dan sesuai kebijakan umum yang 
telah digariskan oleh Dewan Pengawas Syari‟ah. 
6. Produk-produk BMT Tumang 
Produk BMT Tumang meliputi beberapa macam yaitu:
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1. Simpanan  
a. Simpanan Mudha>rabah Al Mutla>qah (Simpanan suka rela)   
Simpanan Mudha>rabah Al Muthla>qah adalah Simpanan 
berdasarkan kaidah syari‟ah mudhar>abah al-muthla>qah, dimana 
mudharib memberikan kepercayaan kepada BMT TUMANG untuk 
memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk 
pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada 
anggota yang lain secara halal dan profesional. Laba dari 
pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT sesuai nisbah 
(bagi hasil) yang disepakati di awal. Simpanan ini dapat diambil 
sewaktu-waktu. 
b. Simpanan Mudha>rabah Berjangka (Deposit) 
Simpanan Mudha>rabah Berjangka (deposito) adalah 
Simpanan berdasarkan kaidah syari‟ah mudha>rabah al-muthla>qah, 
dimana mudha>rib memberikan kepercayaan kepada BMT 
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Tumanguntuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam 
bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat 
pada anggota yang lain secara halal dan profesional. Laba dari 
pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT sesuai nisbah (bagi 
hasil) yang disepakati di awal. 
c. Simpanan Mudha>rabah Masa Depan 
Simudamapan adalah Produk Simpanan di BMT TUMANG 
dengan prinsip akad mudha>rabah mutla>qah, yaitu perjanjian 
mudha>rabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi 
tidak terikat). Simpanan tersebut direncanakan khusus untuk 
kebutuhan anggota di waktu yang akan datang. 
2. Pembiayaan 
a. Pembiayaan Investasi 
Transaksi pembiayaan investasi dapat dilakukan dalam 2 
jenistransaksi, yakni Mudha>rabah dan Musya>rakah. 
- Mudha>rabah adalah akad kerjasama usaha/ perniagaan antara 
pihak pemilik dana (sahi>bul maa>l) sebagai pihak yang 
menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak 
pengelola modal (mudha>rib), untuk diusahakan dengan 
porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan 
kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak, sedangkan 
kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali 
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jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak 
pengelola dana (mudha>rib), seperti penyelewengan, 
kecurangan, dan penyalagunaan dana. Akad kerjasama 
Mudha>rabah ini dibedakan dalam 2 jenis, yakni : 
Mudha>rabah Muthla>qah, akad ini adalah perjanjian 
mudha>rabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu 
(investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal 
tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan 
dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya 
memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk 
melakukan pengelolaan investasinya.  
Mudhar>abah Muqa>yyadah,akad ini mencantumkan 
persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan 
dijalankan oleh sipengelola dana yang berkaitan dengan tempat 
usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya (investasi yang 
terikat). 
- Musya>rakah adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan 
antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya 
dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai 
hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha 
tersebut.  
Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaanmodal atau 
berdasarkan kesepakatan bersama. Musya>rakah dapat diartikan 
77 
 
 
 
pula sebagai pencampuran dana untuk tujuanpembagian 
keuntungan. 
b. Pembiayaan Jual Beli 
Ada beberapa konsep jual beli yang diperbolehkan dalam 
Islam, antara lain adalah : 
- Muraba>hah  
Adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) 
dengan tambahan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh 
kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya 
adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang 
dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 
tambahannya.Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati 
bersama, dapat secara langsung ataupun secara angsuran. 
Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut 
dengan Bai’ Bitsaman Ajil. 
- Salam  
Adalah akad pembelian (jual-beli) yang dilakukan dengan 
cara, pembeli melakukan pemesanan pembelian terlebih 
dahulu atas barang yang dipesan/ diinginkan dan melakukan 
pembayaran dimuka atas barang tersebut, baik dengan cara 
pembayaran sekaligus ataupun dengan cara mencicil, yang 
keduanya harus diselesaikan pembayarannya (dilunasi) 
sebelum barang yang dipesan/ diinginkan diterima kemudian. 
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(Penghantaran barang/ delivery dilakukan dengan cara 
ditangguhkan). 
- Istisna 
Adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu 
pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu 
barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat 
(produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan 
baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, 
akad ini menjadi akad Ujrah (Upah) 
c. Pembiayaan sewa  
Selain pembiayaan investasi dan jual-beli, dari KJKS BMT 
Tumang juga menyediakan produk Pembiayaan Jasa atau Sewa 
yang terdiri dari Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan Muntahiyah 
Bittamlik. Adapun penjelasan dari kedua produk tersebut yaitu, 
Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah 
asset sebagai ganti dari pembayaran. Pengertian Sewa (Ijarah) 
adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa-beli 
(Ija>rah wa> Iqti>na) atau disebut juga Ijarah Muntahiya bi> tamlik 
adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan. 
d. Pembiayaan qardh 
Pinjaman Qardh adalah meminjamkan harta kepada orang 
lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqh, Qardh 
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dikatagorikan sebagai aqd tathawwu yaitu akad saling membantu 
dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan 
tanggung-jawab sosial, Lembaga Keuangan Syariah dapat 
memberikan fasilitas yang disebut Al-Qardhul Hassan, yaitu 
penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk 
mendapatkannya.  
Secara Syari‟ah peminjam hanya berkewajiban membayar 
kembali pokok pinjamannya, walaupun syari‟ah membolehkan 
peminjam untuk untuk memberikan imbalan sesuai dengan 
keikhlasannya, tetapi Lembaga Keuangan pemberi qardh tidak 
diperkenankan untuk meminta imbalan apapun.  
B. Sistem Pelaksanaan Simpanan Mudha>rabah Berjangka Di KSPPS 
BMT Tumang Cabang Delanggu 
1. Pengertian Simpanan Mudha>rabah Berjangka Di KSPPS BMT 
Tumang 
 Simpanan Mudha>rabah Berjangka (deposito) adalah 
Investasi berdasarkan kai‟dah syari‟ah mudha>rabah al-muthla>qah, 
dimana mudha>rib memberikan kepercayaan kepada BMT Tumang 
untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk 
pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada 
anggota sesuai ketentuan syari‟ah.63 Laba dari pembiayaan dibagi 
antara anggota dengan BMT Tumang sesuai nisbah (bagi hasil) 
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yang disepakati di awal. BMT Tumang memanfaatkan dananya 
dari penabung yang mempercayakan sejumlahnya uangnya untuk 
disalurkan dan dimanfaatkan dalam bentuk pembiayaan seperti 
pembiayaan mudha>rabah.  
 Mudha>rabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua 
pihak, dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal 
(BMT) dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola 
(anggota). Keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai 
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Di dalam pembiayaan 
mudha>rabah di BMT Tumang dilaksanakan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
1) Pembiayaan disalurkan oleh BMT kepada pihak lain untuk 
suatu usaha yang produktif. 
2) BMT sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan 
usaha, sedangkan anggota bertindak sebagai pengelola 
usaha. 
3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan 
pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan 
kedua belah pihak (BMT dengan Anggota). 
4) Anggota boleh melakukan berbagai macam usaha yang 
telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari‟ah dan 
BMT tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau 
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proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan 
dan pengawasan. 
5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas 
dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 
6) Biaya operasional dibebankan kepada anggota.64 
  Dalam mud}ha>rabah mut>hlaqah dapat berupa simpanan biasa 
dan simpanan berjangka, sehingga terdapat dua jenis 
penghimpunan dana yaitu simpanan biasa mudha>rabah dan 
simpanan berjangka mudha>rabah. Ini tidak ada pembatasan bagi 
BMT Tumang dalam menggunakan dana yang dihimpun.  
2. Syarat dan Ketentuan Simpanan Mudha>rabah Berjangka Di 
KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu 
 Dalam pelaksanaan produk simpanan mudha>rabah 
berjangka ada beberapa persyaratan atau ketentuan diantaranya 
telah menjadi anggota KSPPS BMT Tumang dan mengisi 
menandatangani formulir pembukaan rekening serta melampirkan 
fotocopy KTP atau identitas diri lainnya.
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 Dalam pembukaan awal rekening simpanan yang ada di 
BMT Tumang minimal Rp. 1.000.000,- . Dari perysaratan dan 
ketentuan diatas terpenuhi maka anggota atau nasabah tersebut 
menyetujui dan menandatangani akad guna untuk mengikat 
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 Wijayanti, Manager BMT Tumang Cabang Delanggu, Wawancara Pribadi, 22 Mei 
2018, jam 10.00 – 10.30 WIB. 
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 “Simpanan Mudha>rabahBerjangka” BMT Tumang (Brosur). 
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kesepakatan dalam menjalankan penghimpunan dana simpanan 
mudha>rabah berjangka di BMT Tumang cabang Delanggu. 
 Beberapa persyaratan dan ketentuan simpanan mudha>rabah 
berjangka di BMT Tumang secara umumnya, antara lain : 
1. Setiap data, keterangan, tanda tangan yang tercantum dalam 
dokumen pembukaan simpanan mudha>rabahb erjangka dan 
dokumen lain yang terkait dengan simpanan mudha>rabah 
berjangka dan kuasa yang diberikan anggota kepada pihak 
ketiga (jika ada) adalah benar dan sah mengikat untuk 
setiap jenis simpanan berjangka. 
2. Simpanan berjangka tidak boleh dijaminkan dalam bentuk 
dan dengan cara apapun kepada pihak lain, kecuali dengan 
persetujuan BMT. 
3. Anggota wajib segera memberitahukan BMT secara tertulis 
terhadap perubahan identitas diri, termasuk tidak terbatas 
pada nama, alamat, nomor telepon, NPWP, tanda tangan, 
dan hal lain yang menyimpang atau berbeda dari data atau 
keterangan yang pernah diberikan. 
4. BMT berhak memblokir sementara rekening simpanan 
berjangka atas permintaan anggota, pihak kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan dan atau instansi lain yang 
berwenang. 
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5. Anggota dengan ini menyatakan bahwa sumber dana tidak 
berasal dari sesuatu yang dilarang oleh syari‟ah dan atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
6. Anggota dan BMT sepakat untuk melaksanakan ketentuan 
dan persyaratan simpanan berjangka ini, berikut 
penambhan dan perubahannya.
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3. Pengelolaan Bagi Hasil Pada Simpanan Mudha>rabah Berjangka 
Di KSPPS BMT Tumang 
 Dalam mekanismenya di BMT Tumang dasar perhitungan 
bagi hasilnya menggunakan revenue sharing yang cara 
penghitungannya dengan prosentase bagi hasil (nisbah) sesuai 
dengan kesepakatan kedua belah pihak. Prosentase berapa persenya 
tersebut tergantung pada berapa lamanya jangka waktu yang 
diambil. Jangka waktu paling minimal di BMT Tumang yaitu 1 
bulan dan maksimal bebas, tetapi ketentuan dari BMT Tumang 
sendiri maksimal 1 tahun apabila lebih dari satu tahun atau 12 
bulan tanpa konfirmasi dari sistem otomatis adanya perpanjangan 
satu bulan.  
 Di BMT Tumang adanya negoisasi bagi hasil (nisbah) 
apabila jangka waktu lebih dari 1tahun dan ada sistem penambahan 
jangka waktu. Jika penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo maka 
dari pihak BMT Tumang akan memberikan pinalti berupa 
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pemberian bagi hasil yang hanya diberikan beberap bulan 
sebelumnya tidak pada saat itu meminta penarikan bagi hasil yang 
belum jatuh tempo.
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Tabel 1 
Nisbah Simpanan Mudha>rabah Berjangka BMT Tumang 
 
  Sumber : brosur BMT Tumang Cabang Delanggu 
 
Tabel 2 
Data Nasabah Simpanan Mudha>rabah Berjangka Di BMT Tumang 
Cabang Delanggu 
NO 
No 
Deposito No CIF Prd 
Nama 
Nasabah Nominal Masa 
Jatuh 
Tempo Nisbah 
1 3310800207 8001136 31 Sukiman 10.000.000,00 
001-
B 13.06.2018 35.00 
2 3310800243 8000221 31 Tumini 2.000.000,00 
001-
B 06.06.2018 35.00 
3 3310800430 8001618 31 
Bimo 
Ariyanto 40.000.000,00 
001-
B 10.06.2018 35.00 
4 3310800269 8000235 31 Surono 20.000.000,00 
003-
B 18.06.2018 40.00 
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 Wijayanti, Manager BMT Tumang Cabang Delanggu, Wawancara Pribadi, 06 Juni 
2018, jam 09.55 – 11.00 WIB. 
Jangka Waktu Nisbah 
Penyimpan 
1 Bulan 35% 
3Bulan 40% 
6 Bulan 42,5% 
12 Bulan 45% 
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5 3310800384 8000113 31 
Nur Aida 
Khasanah 25.000.000,00 
003-
B 17.08.2018 40.00 
6 3310800378 8001111 31 Siti Suparmi 10.000.000,00 
003-
B 02.08.2018 40.00 
7 3310800297 3005030 31 Suradi 20.000.00,00 
006-
B 12.07.2018 42.50 
8 3310800374 8001165 31 Amin Bagus 30.000.000,00 
006-
B 12.07.2018 42.50 
9 3310800535 8001041 31 Fitria Susila 8.000.000,00 
006-
B 29.07.2018 42.50 
10 3310800112 6001839 31 
Siti 
Wakhidatun 1.000.000,00 
012-
B 10.12.2018 45.00 
11 3310800142 8000799 31 Hamid  50.000.000,00 
012-
B 29.05.2019 45.00 
12 3310800356 6000360 31 Anwar Kurn 10.000.000,00 
012-
B 18.11.2018 45.00 
Sumber : data nasabah BMT Tumang Cabang Delanggu 
 Di BMT Tumang memiliki program khusus yaitu nisbah 
spesial dengan bagi hasil 50% : 50% , dengan syarat dan ketentuan 
Simpanan Mudha>rabah Berjangka (deposito) jangka waktu 
minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan dengan jumlah simpanan 
minimal RP. 100.000.000,-  untuk jangka waktu 3 bulan dan untuk 
jangka waktu 6 bulan jumlah simpanan bebas diatas Rp. 
100.000.000,- . Dan program ini hanya ada pada waktu sebelum 
dan sesudah bulan puasa atau ramadhan. Adanya program nisbah 
spesial ini diperuntukan untuk semua tanpa kecuali di BMT 
Tumang Cabang Delanggu, dengan tujuan adanya likuiditas 
penuntutan dari kantor pusat untuk pengembangan BMT Cabang.  
 Dalam pengelolaan bagi hasilnya di BMT Tumang ada 
penyaluran dana untuk kegiatan lainnya seperti zakat, infak, dan 
shadaqah untuk kegiatan amal yang dipotong dari bagi hasil 
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sebesar 2,5%. Jadi mudha>rib akan menerima bagi hasil secara 
keseluruhan dengan bagi hasil bersih yang sudah dipotong 2,5% 
dari ZIS (zakat,infak,shadaqah).   
 Jadi di BMT Tumang penabung mempercayakan 
sejumlahnya uangnya kepada BMT Tumang untuk dikelola 
danannya dan disalurkan untuk pembiayaan seperti pembiayaan 
mudha>rabah, bagi hasilnya akan diberikan sesuai dengan jangka 
waktunya.  
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Pengelolaan Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudha>rabahBerjangka Di 
KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu 
Salah satu produk penghimpun dana di BMT Tumang yaitu Simpanan 
Mudha>rabah Berjangka. Simpanan Mudha>rabah Berjangka (deposito) di BMT 
Tumang adalah investasi yang berdasarkan kaidah syari‟ah mudha>rabah 
mutla>qah, dimana mudha>rib (pemilik dana) memberikan kepercayaan kepada 
BMT Tumang (pengelola dana) untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan 
dalam bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada 
anggota sesuai ketentuan Syari‟ah. Laba dari pembiayaan dibagi antara anggota 
dengan BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di awal. 
Adanya perbedaan bagi hasil yang diterima disesuaikan berdasarkan 
jangka waktu yang dipilih serta berapa besarnya dana yang diinvestasikan, dan 
tentunya sudah disepakati di awal pembukaan rekening simpanan mudha>rabah 
berjangka di BMT Tumang Cabang Delanggu. Selain itu, di BMT Tumang bisa 
melakukan negoisasi bagi hasil (nisbah) apabila jangka waktunya lebih dari 1 
tahun.  
Perbedaan lainnya yang ada di BMT Tumang Cabang Delanggu ini, 
adanya program khusus yaitu “Program Nisbah Spesial”, nisbah yang akan 
didapatkan sebesar 50% : 50% dengan syarat dan ketentuan simpanan 
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mudha>rabahberjangka (deposito) jangka waktu minimal 3 bulan dan maksimal 6 
bulan dengan simpanan minimal Rp. 100.000.000,-. Program ini berlaku pada 
waktu sebelum dan sesudah lebaran atau hari raya Idhul Fitri saja. Program nisbah 
spesial itu atas dasar likuiditas dari kantor pusat untuk pengembangan BMT 
Cabang. 
Waktu penarikan simpanan berdasarkan jangka waktu yang dipilihnya, di 
BMT Tumang jangka waktunya yaitu: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. 
Jika penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo maka dari pihak BMT Tumang 
akan memberikan pinalti berupa pemberian bagi hasil yang tidak sepenuhnya 
seperti kesepakatan awal. Mislanya, si A mengiventasikan modalnya dengan 
pilihan jangka waktu 3 bulan, tetapi baru jalan 2 bulan si A melakukan penarikan 
sebelum jatuh tempo, sehingga bagi hasilnya hanya diberikan di bulan pertama. 
Pengelolaan bagi hasil di BMT Tumang menggunakan penghitungan 
revenue sharing yang cara menghitungnya dengan prosentase bagi hasil (nisbah) 
sesuai kesepakatan kedua belah pihak diawal. Berikut bagi hasil simpanan 
mudha>rabahberjangka yang ada di BMT Tumang Cabang Delanggu : 
Tabel 3 
Perhitungan Data Rata-rata Bagi Hasil Juli-Desember 2017 
Deposito Nisbah Bagi Hasil ZIS Bagi Hasil 
Bersih 
1 bulan 35% 7,560 189 7,371 
3 bulan 40% 8,640 216 8,432 
6 bulan 42,5% 9,180 230 8,951 
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12 bulan 45% 9,718 243 9,475 
 
Bagi hasil yang diperoleh tersebut berdasarkan perhitungan data rata-rata 
bulan Juli – Desember 2017. Bagi hasil untuk setiap saldo rata-rata sebesar Rp. 
1.000.000,- . Adanya pemotongan bagi hasil yang diterima yaitu 2,5%, sehingga 
penerimaan bagi hasil tersebut sejumlah bagi hasil bersih setelah di potong untuk 
ZIS. Seperti data yang ada diatas perhitunganya untuk menerima bagi hasil secara 
keseluruhan yaitu : bagi hasil x ZIS 2,5% = bagi hasil bersih. 
Dalam hal pencairan deposito mudha>rabah mutla>qah dengan pembayaran 
bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, dapat dikenakan 
denda (penalty) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal 
bilyet deposito mudha>rabah mutla>qah. Klausul denda harus ditulis dalam akad 
dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito mudha>rabah 
mutla>qah semua jangka waktu (1, 3, 6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama 
oleh nasabah dan bank.  
Contoh perhitungan bagi hasil deposito mudha>rabah mutla>qah yang 
dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan sistem bulanan adalah sebagai 
berikut : 
- Jangka waktu =  3bulan (02-01-2004 s.d 02-04-2004) 
- Nominal deposito mudha>rabah mutla>qah = Rp. 100.000.000,- 
- Deposito mudha>rabah mutla>qahdicairkan tanggal = 10-03-2004 
- Tingkat bagi hasil tutup buku terakhir pada bilyet deposito mudha>rabah mutla>qah 
(Februari 2004): 1% (bila disetahunkan 12%) 
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- Deposito mudha>rabah mutla>qah dicairkan tanggal = 10-03-2004 
Perhitungan bagi hasil, denda (penalty) dan jumlah nominal yang 
dibayarkan kepada deposan adalah sebagai berikut : 
Hari bagi hasil Perhitungan  Keterangan  
Bagi hasil bulan 
Maret 
 
Bagi hasil tanggal 
01/03/2004 
 
Sampai 
10/03/2004 
Bagi hasil: 
Rp. 1000.000.000,- x 
1%x9/31 = Rp. 290.323- 
Pajak : 
20% x Rp. 290.323 = Rp. 
58.065 
Bagi hasil yang dibayarkan 
kepada deposan: 
Rp. 290.323 – Rp. 58.065 = 
Rp. 332.528 
 
 
 
Dibayarkan  
Penalti 3% dari 
nominal bilyet 
3% x Rp. 100.000 = Rp. 
3.000.000 ,- 
Dibebankan 
nasabah 
 
 
 
Yang diterima 
nasabah pada saat 
pencairan tanggal 
10/03/2004 
 
Rp. 100.000.000 – Rp. 
3.000.000 = Rp. 97.000.000 
Dibayar 
sejumlah 
bilyet setelah 
dikurangi 
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penalti 
 
Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito tersebut, perlu diperhatikan hal-hal 
sebagai berikut : 
- Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak 
nasabah: pembulatan ke atas untuk nasabah dan pembulatan ke bawah untuk bank 
- Hasil penghitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.  
B. Pengelolaan Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudha>rabah Berjangka Di 
KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu menurut Fatwa DSN-MUI 
No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito  
Simpanan mudha>rabah berjangka di BMT Tumang Cabang Delanggu 
menggunakan akad mudha>rabah mutla>qah dan tidak berdasarkan pada 
perhitungan bunga. Nasabah yang sebagai sha>hibul ma>l telah mempercayakan 
secara penuh kepada BMT yang bertindak sebagai mudha>rib yang mempunyai 
kebebasan mutlak untuk mengelola dana yang telah diinvestasikan.  
Anggota BMT Tumang yang menginvestasikan uangnya dari tabungan 
biasa dipindahkan ke simpanan mudha>rabah berjangka denga syarat dan ketentuan 
yang sudah terpenuhi. Dalam pembagian bagi hasilnya BMT Tumang telah 
menetukan bagi hasil dalam bentuk nisbah dan tertera dalam akad pembukaan 
rekening yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antar anggota dan BMT.  
Pada bab ini penyusun akan menganalisis tentang penerapan akad 
mudha>rabah pada simpanan mudha>rabah berjangka di BMT Tumang Cabang 
Delanggu dengan Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 berisikan bahwa 
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deposito yang dibenarkan secara syari‟ah yaitu deposito yang menggunakan akad 
mudha>rabah. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di 
dalamnya mudha>rabah dengan pihak lain. Sedangkan dalam keuntungan harus 
dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad 
pembukaan rekening, bank sebagai muda>rib menutup biaya operasional deposito 
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak 
diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan 
yang bersangkutan yaitu nasabah. 
Jadi jika dilihat Fatwa DSN MUI No.03 Tahun 2000 dalam ketentuan 
umum simpanan mudha>rabah berjangka di BMT Tumang Cabang Delanggu, 
maka : 
1. Pasal satu fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa “ nasabah bertindak sebagai sahi>bul 
ma>latau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai muda>rib atau pengelola dana”. 
Di BMT Tumang Cabang Delanggu anggota BMT bertindak sebagai sahi>bul 
ma>latau pemilik dana yang mana anggota percaya sepenuhnya kepada pihak 
BMT, dan pihak BMT bertindak sebagai mudha>rib atau pengelola dana yang 
dipercaya anggota untuk dapat mengelola dana dengan baik. 
2. Pasal dua fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa “bank dapat melakukan berbagai 
macam usaha yang tidak  bertentangan dengan prinsip syari‟ah dan 
mengembangkannya, termasuk didalamnya mudha>rabahdengan pihak lain”. Di 
BMT Tumang Cabang Delanggu mendapati keganjalan pada saat proses 
wawancara di hari yang berbeda dengan orang yang berbeda pula, bahwa dalam 
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simpanan mudha>rabah berjangka yang ada di BMT Tumang Cabang Delanggu 
tidak ada pihak ketiga atau lainnya dalam pengembangan dana murni kerjasama 
antara kedua belah pihak saja, padahal sudah jelas dalam pengertian simpanan 
mudha>rabah berjangka yang ada di BMT Tumang Cabang Delanggu dijelaskan 
bahwa BMT Tumang akan memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam 
bentuk pembiayaan secara produktif. Sedangkan  yang  lain berpendapat bahwa 
ada pembiayaan lainnya untuk mengelola dana yang dihimpun dan bisa 
memberikan bagi hasil.  
3. Pasal tiga Fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa “modal harus dinyatakan dengan 
jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang”. Di BMT Tumang Cabang 
Delanggu modal awal untuk membuka rekening dinyatakan dengan jumlah yaitu 
minimal Rp. 1.000.000,- dan untuk program khusus nisbah spesial sebesar Rp. 
100.000.000,- . sedangkan dalam penyerahannya tidak dalam bentuk tunai tetapi 
di BMT Tumang Cabang Delanggu ini melakukan pemindahan rekening dari 
tabungan biasa menjadi simpanan mudha>rabah berjangka.  
4. Pasal empat Fatwa DSN MUI  dijelaskan bahwa “pembagian keuntungan harus 
dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan 
rekening”. Di BMT Tumang Cabang Delanggu pembagian keuntungan dilakukan 
pada awal pembukaan rekening yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan 
jangka waktu yang diambil oleh nasabah.  
5. Pasal lima Fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa “bank menutup biaya operasional 
deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya”. Di 
BMT Tumang Cabang Delanggu nisbah atau bagi hasilnya tersebut dipotong 
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beberapa persen untuk zakat, infak, dan shadaqah untuk kegiatan amal, serta ada 
biaya tambahan administrasi. 
6. Pasal enam Fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa “bank tidak diperkenankan untuk 
mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan”. Di 
BMT Tumang Cabang jika ada perubahan nisbah yang sifatnya fluktuatif pihak 
BMT akan menjelaskan secara langsung pada nasabah. 
Konsep Mudha>rabah dalam Fiqh adalah seseorang yang menyerahkan 
modal kepada pengusaha atau pekerja untuk diusahakan dengan syarat 
keuntungan dibagai sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. 
Mudha>ribatau pengusaha dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, 
waktu, fikiran, dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai 
dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi 
berdasarkan kesepakatan. 
 Ada beberapa ketentuan fiqh berkaitan dengan sistem mudha>rabah, 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Istilah modal dalam wacana fiqh yaitu “ra’sul ma >al”, para ulama mensyaratkan 
bahwa modal itu harus memenuhi persyaratanya, bahwa di BMT Tumang Cabang 
Delanggu modal berupa mata uang yang beredar jelas jumlah dan jenisnya serta 
tidak dalam bentuk piutang, modal diserahkan sepenuhnya pada saat ikatan 
kontrak. 
2. Manajemen kontrak mudha>rabah dalam fiqh dibagai dalam dua kategori, yaitu 
mudha>rabah mutla>qah, yaitu pemilik dana (sha>hibul maa>l) memberikan 
keleluasaan penuh kepada pengelola (mudha>rib) dalam menentukan jenis usaha 
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maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan. 
Mudha>rabah muqa>yyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan-batasan 
tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus 
dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dsb. Di BMT Tumang Cabang 
Delanggu sistem mudharabah yang digunakan yaitu mudha>rabah mutla>qah, 
dimana mudha>rib (pemilik dana) memberikan kepercayaan kepada BMT Tumang 
Cabang Delanggu untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk 
pembiayaan secara produktif. 
3. Mengenai pembatasan jangka waktu mudha>rabah diperdebatkan oleh para ahli 
fiqh. Sedangkan ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu 
berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat 
menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, 
sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan 
sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara 
pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu mudha>rabah, dengan catatan 
apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus 
terlebih dahulu memberi tahu yang lainnya. Di BMT Tumang Cabang Delanggu 
ada beberapa pilihan berapa lamanya jangka waktu yang diambil, jangka waktu 
tersebut dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak diawal pembukaan 
rekening. Apabila terjadi penarikan sebelum jatuh tempo sesuai jangka waktu 
yang disepakati diawal akan dikenakan penalty. 
4. Bentuk mudha>rabah dalam kajian fiqh klasik, bentuk mudha>rabah yang dijalankan 
dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan atau investasi langsung, dimana 
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sha>hibul maa>l bertindak sebagai surplus unit melakukan investasi langsung 
kepada mudha>rib yang bertindak sebagai deficit unit. Ciri dari model mudha>rabah 
ini adalah, biasanya hubungan antara sha>hibul maa>l dengan mudha>rib merupakan 
hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan 
(amanah). Di BMT Tumang Cabang Delanggu berlaku akad dengan modus 
pembiayaan yang dilandasi saling kepercayaan dalam mengelola dan 
memanfaatkan dananya.  
5. Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad mudha>rabah, hal 
inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan 
bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. 
Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Di BMT 
Tumang Cabang Delanggu penetapan nisbah dilakukan pada awal pembukaan 
rekening dengan persetujuan dan penandatanganan akad. Terjadinya negosisasi 
nisbah di BMT Tumang Cabang Delanggu apabila sudah lebih dari jangka waktu. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab 
ini penyusun akan mencoba menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai 
rumusan terakhir, dengan harapan mendapatkan saran dan kritik dari semua pihak 
untuk menjadi yang lebih baik. Dengan terselesaikannya skripsi ini yang berjudul 
“ Pengelolaan Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudha>rabah Berjangka Di 
KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu” maka penyusun menyimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Simpanan mudha>rabah berjangka di KSPPS BMT Tumang Cabang 
Delanggu termasuk simpanan mudha>rabah al-muthla>qah  dimana 
mudha>rib memberikan kepercayaan kepada BMT Tumang untuk 
memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan 
secara produktif. Dari pembiayaan tersebut keuntungan dibagi antara 
anggota dengan BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di awal. 
Keuntungan di BMT Tumang dibagi berdasarkan prosentase sesuai dengan 
jangka waktu yang diambil oleh nasabah, semakin lama jangka waktunya 
semakin tinggi pula prosentase bagi hasilnya. Bagi hasil yang diterima 
secara keseluruhan sudah termasuk pemotongan pajak dan ZIS.  
2. Penerapan Fatwa DSN MUI No.03 Tahun 2000 Tentang Deposito di BMT 
Tumang Cabang Delanggu, bahwa di BMT Tumang Cabang Delanggu 
anggota bertindak sebagai sahibul maa>l atau pemilik dana dan BMT 
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bertindak sebagai mudha>rib atau pengelola dana. Perhitungan bagi 
hasilnya berdasarkan prosentase bukan pada perhitungan bunga serta, 
BMT menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan 
yang menjadi haknya. Dalam kajian fiqh  dengan yang dipraktekkan 
mengenai perbedaan ketentuan pembatasan jangka waktu yang masih 
diperdebatkan ulama, BMT Tumang menerapkan pembatasan jangka 
waktu dengan sanksi penalty (denda) apabila penarikan dilakukan sebelum 
jatuh tempo. Maka BMT Tumang sudah memenuhi beberapa ketentuan 
yang terdapat di Fatwa DSN MUI dan dari segi Fiqh. 
B. Saran  
1. BMT Tumang Cabang Delanggu memiliki beberapa produk simpanan 
tetapi yang lebih menguntungkan dari produk simpanan lainnya yaitu 
simpanan mudha>rabah berjangka, diharapkan agar dapat dipercaya dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk menghimpun dana 
dan menyalurkan dana tersebut agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah. 
2. Dalam perhitungan bagi hasil agar tetap konsisten sesuai dengan apa yang 
ada di keterangan brosur agar nasabah tidak bingung antara bagi hasil 
yang diterima kurang atau lebih dari ketentuan yang ada di brosur karena 
sifatnya yang fluktuatif. 
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LAMPIRAN 
 
Daftar Pertanyaan Dengan Bapak Doni Maradona Selaku Marketing 
Finance Di BMT Tumang Cabang Delanggu. 
1. Simpanan mudharabah berjangka menurut BMT Tumang itu seperti apa ? 
2. Bagaimana mekanisme simpanan mudharabah berjangka di BMT 
Tumang? 
3. Besar jumlah minimum setoran awal ? 
4. Waktu setoran kapan saja dan berapa nominalnya ? 
5. Waktu penarikan atau pengambilan kapan ? setiap per hari/per 
minggu/per bulan atau per waktu tertentu ? 
6. Jangka waktu paling lama berapa bulan ? 
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Daftar Pertanyaan Dengan Ibu Wijayanti Selaku Manager Di BMT Tumang 
Cabang Delanggu. 
 
1. Dasar penentuan bagi hasil simpanan mudharabah di BMT Tumang apa ?  
2. Dalam pengelolaan bagi hasil adakah penyaluran dana untuk kegiatan 
lainnya ?  
3. Perhitungan bagi hasilnya bagaimana ? apabila penarikan dilakukan 
sebelum  jatuh tempo akan dikenakan pinalti atau tidak ?  
4. Adanya program nisbah spesial 50% itu seperti apa?  
5. Apakah ada perbedaan bagi hasil 50% pada hari biasa tanpa ada promo 
lebaran ?  
6. Kenapa ada program promo nisbah spesial 50% ? 
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Jawaban Pertanyaan Dari Hasil Wawancara Dengan Bapak Doni Maradona 
Selaku Marketing Finance Di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu 
Jawaban : 
1. Simpanan mudharabah berjangka menurut BMT Tumang itu seperti apa ? 
Simpanan mudha>rabah berjangka di BMT Tumang yaitu investasi 
berdasarkan kai‟dah syariah mudha>rabah muthla>qah, dimana mudha>rib 
memberikan kepercayaan kepada BMT Tumang untuk memanfaatkan 
dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, 
serta dapat memberikan manfaat pada anggota sesuai ketentuan syariah. 
2. Bagaimana mekanisme simpanan mudharabah berjangka di BMT 
Tumang? 
Dalam pelaksanaan produk simpanan mudha>rabah berjangka ada beberapa 
persyaratan atau ketentuan diantaranya telah menjadi anggota KSPPS 
BMT Tumang dan mengisi menandatangani formulir pembukaan rekening 
serta melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya.Dalam 
pembukaan awal rekening simpanan yang ada di BMT Tumang minimal 
Rp. 1.000.000,- . Dari perysaratan dan ketentuan diatas terpenuhi maka 
anggota atau nasabah tersebut menyetujui dan menandatangani akad guna 
untuk mengikat kesepakatan dalam menjalankan penghimpunan dana 
simpanan mudha>rabah berjangka di BMT Tumang cabang Delanggu. 
3. Besar jumlah minimum setoran awal ? 
Awal pembukaan rekening simpanan mudha>rabah berjangka saldo 
minimal yaitu Rp. 1.000.000. 
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4. Waktu setoran kapan saja dan berapa nominalnya ? 
Untuk waktu penyetoran disesuaikan dengan jangka waktu yang dipilih 
pada saat akad awal pembukaan rekening serta penarika dengan sesuai 
jatuh tempo. 
5. Waktu penarikan atau pengambilan kapan ? setiap per hari/per minggu/per 
bulan atau per waktu tertentu? 
Waktu penarikan dilakukan pada saat jatuh tempo yang sudah ditentukan, 
apabila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo makan akan dikenakan 
penalty atau denda pada pembagian bagi hasilnya. 
6. Jangka waktu paling lama berapa bulan ? 
Di BMT Tumang jangka waktu simpanan mudha>rabah yaitu jangka waktu 
1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dengan prosentase nisbah yang 
berbeda-beda, jangka waktu 1 bulan nisbahnya 35%, 3 bulan 40%, 6 bulan 
42,5 %, 12 bulan 45%. 
 
 
 
 
 
 
 
Jawaban Pertanyaan Dari Hasil Wawancara Dengan Ibu Wijayanti Selaku 
Manajer Di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu 
Jawaban : 
1. Dasar penentuan bagi hasil simpanan mudharabah di BMT Tumang apa ? 
105 
 
 
 
Di BMT Tumang Cabang Delanggu pembagian keuntungan disepakati 
diawal pembukaan rekening yang telah disepakati kedua belah pihak 
sesuai dengan jangka waktu yang diambil oleh nasabah. Penghitungan 
bagi hasilnya menggunakan prosentase dan tidak berdasarkan bunga. 
2. Dalam pengelolaan bagi hasil adakah penyaluran dana untuk kegiatan 
lainnya ?  
BMT Tumang Cabang Delanggu memanfaatkan dana yang dapat 
digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, seperti 
pembiayaan-pembiayaan yang ada di BMT Tumang Cabang Delanggu. 
3. Perhitungan bagi hasilnya bagaimana ? apabila penarikan dilakukan 
sebelum  jatuh tempo akan dikenakan pinalti atau tidak ?  
Penghitungan bagi hasilnya menggunakan prosentase yang berdasarkan 
jangka waktu yang dipilih oleh nasabah. Dengan ketentuan jangka waktu 
1 bulan nisbahnya 35%, 3 bulan 40%, 6 bulan 42,5%, 12 bulan 45%. Dan 
penarikan yang dilakukan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalthy. 
4. Adanya program nisbah spesial 50% itu seperti apa? 
Program nisbah spesial dengan nisbah sebesar 50% itu ada hanya waktu 
tertentu yang biasanya di mulai dari 1 bulan sebelum hara raya besar Idul 
Fitri dan setelahnya, karena pada saat lebaran itu lah terjadinya penarikan 
besar-besaran sehingga dari BMT Tumang sendiri mengambil kebijakan 
dengan menawarkan program promo nisbah 50% . 
5. Apakah ada perbedaan bagi hasil 50% pada hari biasa tanpa ada promo 
lebaran ?  
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Bagai hasil nisbah spesial termasuk prosentase terbesar di BMT Tumang 
dibandingkan dengan prosentase bagi hasil yang tidak termasuk program 
nisbah spesial yang bisa mencapai 50%. 
6. Kenapa ada program promo nisbah spesial 50% ? 
Program nisbah spesial 50% bertujuan untuk meningkatkan likuiditas 
pada setiap kantor cabang BMT Tumang.  
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      Wawancara dengan Manager BMT Tumang Cabang Delanggu 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Wawancara dengan Marketing Finance BMT Tumang Cabang Delanggu 
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